BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pajak

Sejarah timbulnya pajak sudah ada sejak zaman u&hld walaupun pada saat
itu belum ada istilah pajak, namun merupakan peiabesukarela dari rakyat terhadap
raja atau pemimpinnya. Selanjutnya pemberian sl&kaeesebut berubah menjadi upeti
yang dapat dipaksakan sehingga bersifat wajib dantdkan sepihak oleh negara. Pajak
pada mulanya dibayar secara nat(payment in kind)seperti gandum, padi, logam
mulia, emas dan perak. Bagi penduduk yang tidak poarmpembayarannya dilakukan
dengan tenaga atau kerja paksa. Dewasa ini pagk ypaumnya telah dibayar dengan

uang.

Dalam perkembangan selanjutnya, hampir seluruhraegiadunia menjadikan
pajak sebagai sumber utama penerimaan negarateksmbut dikarenakan didalam
penyelenggaraan negara membutuhkan biaya yangtdaesg serta untuk memelihara
kepentingan negara didalam melindungi rakyatnysasantuk pembangunan. Memang
ada cara lain untuk memperoleh dana selain daakpajsalnya mengeksploitasi sumber
kekayaan alam, laba perusahaan negara, melalidnpam atau bahkan dengan cara
mencetak uang, namun kedua cara terakhir memplekairangan yaitu apabila dana
tersebut diperoleh melalui pinjaman akan menjadabhepada saat pengembalian pokok
ditambah bunga, sedangkan dengan cara mencetalakangnenimbulkan inflasi.

2.1.1 Definisi Pajak

Melihat pentingnya pajak, banyak definisi pajang diungkapkan oleh
para ahli khususnya ahli di bidang Keuangan Nedgwanomi maupun Hukum.
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Definisi pajak yang dikemukakan oleh Sommerfesgbagai berikut:

"A tax can be defined meaningfully as any nonperal cpmpulsory
transfer of resources from the private to the pulsiector, levied on the
basis of predetermined criteria and without recapt specific benefit of
equal value, in order to accomplish some of a mésiceconomic and
social objective$

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Andriansebagai berikut :

"Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat digaRsyang terutang
menurut ketentuan perundang-undangan tanpa menpliagsiasi kembali
yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untgkréakan membiayai
pengeluaran publik sehubungan dengan tugas neganéuk u
menyelenggarakan pemerintahan.”

Selanjutnya menurut Rochmat Soemitiaefinisi pajak adalah :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swkstaektor publik
berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakamamenidak
mendapatkan imbalan langsung (tengenprestatie) gaogra langsung
dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai peragah umurh

S.I. Djajadiningrat memberikan definisi pajak, sebagaimana yang ditaleh

Munawir dalam bukunya yang berjudul Perpajakanagabberikut :

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebdgigmada kekayaan
kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadmpedbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan seldagaiman, menurut
peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintala sipat dipaksakan,
tetapi tidak ada jasa balik dari negara secarasiang untuk memelihara
kesejahteraan umum.”

Dari definisi pajak di atas dapat disimpulkan balivaciri yang melekat

pada pengertian pajak adalah :
1. Pajak pada hakekatnya merupakan iuran kepadaaneg

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang sertanapelaksanaannya.

! Sommerfeld, Ray M., Hershel Anderson and HoracBrBck, An Introduction to Taxation, New
York:Harcourt Brace Jovanovich. Inc., 1981, p. 1-4.

2 Brotohadiharjo, S., Pengantar lImu Hukum Pajakydmg: Eresco NV, 1982, hal. 2.

® Rochmat,Soemitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dandpetah, Jakarta, Eresco NV, 1977, hal.22
* Munawir, S., Perpajakan, Liberty, 1992, him. 3.
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3. Atas pembayaran pajak, pembayar pajak tidak apatlan kontraprestasi

atau imbalan individual dari pemerintah.

4, Pajak dipungut oleh negara baik melalui pemahinpusat maupun

pemerintah daerah.

5. Pajak yang terhimpun selanjutnya diperuntukargi bpengeluaran-

pengeluaran pemerintah.

Dari ciri-ciri definisi pajak tersebut dapat digbtui bahwa dalam suatu
negara terdapat hubungan antara negara dan pihak-jain yang berada dalam
negara tersebut. Dalam hubungan ini, keduanya yaggara dan pihak lain
tersebut mengadakan perikatan. Lazimnya sebuakegean, maka ada pihak yang
berhak mendapatkan sesuatu dan ada pihak lain wem memenuhi hak
tersebut, begitu pula sebaliknya. Pajak merupaksikgian antara negara (fiskus)
dengan masyarakat sebagai wajib pajak, dan masasgagimempunyai hak dan
kewajiban.

Tidak seperti perikatan jual beli, hubungan timbalik dalam perikatan
pajak tidak bersifat sempurna. Pihak wajib pajdkagai pembayar pajak hanya
mempunyai kewajiban, tanpa mempunyai hak untuk neeohgh kontraprestasi
(imbalan) langsung. Di lain pihak, fiskus hanya mpemyai hak yaitu hak
memungut pajak tanpa mempunyai kewajiban. Kontstpse yang diterima
pembayar pajak dari fiskus bersifat tidak langsuoerupa pelayanan publik,

keamanan dan pertahanan dan lain-lain yang dijatanleh negara.
Fungsi Pajak

Dari beberapa definisi pajak sebagaimana terselatas] seakan-akan
fungsi pemungutan pajak adalah untuk mengisi kaganaeyang selanjutnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaggara(budgetair) namun
pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi meéngé&egulerend)yaitu pajak
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dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atéaksamakan kebijakan negara

seperti dibidang ekonomi dan sosisal.
Bidang ekonomi misalnya :

1. Untuk mendorong masuknya investasi yaitu dermganyediaan fasilitas,

sarana dan prasarana untuk mendorong berguliriaigaaionomi.

2. Pemberian bea masuk yang tinggi terhadap prpdudiik tertentu untuk

melindungi industri dalam negeri.

3. Pengenaan pajak ekspor untuk produk atau koasoddrtentu untuk

menjamin pasokan dalam negeri.
Bidang sosial misalnya :

1. Untuk mengurangi hidup mewah atau pola konsug@sig tinggi,
pemerintah mengenakan Pajak Penjualan atas Baran@gdengan tarif
tinggi untuk produk atau jasa tertentu.

2. Untuk mengurangi konsumsi barang-barang tertememerintah

mengenakan cukai terhadap barang-barang tersebut.

Disamping pajak, pemerintah juga melakukan punguéeny lain seperti retribusi

dan sumbangan. Retribusi adalah iuran kepada pataieyang dapat dipaksakan
namun pembayar mendapat imbalan secara langsurigadra ini bersifat

ekonomis maksudnya mereka yang tidak merasakanragoastasi tidak

dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar, parkang sekolah dan lain-lain.
Sumbangan adalah iuran kepada pemerintah yang déipaksakan yang

ditujukan kepada golongan tertentu yang dimaksudikenk tujuan tertentu pula,

misalnya sumbangan wajib dana kecelakaan lalusljatan (SWDKLLJ).

2.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pemungutan kpagar tidak
terdapat hambatan dan perlawanan, maka terdapatyase harus dipenuhi

dalam melaksanakan pemungutan pajak. Salah sats asmungutan
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dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yangudefjAn Inquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Natigamg dikutip oleh R. Mansuty
menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak oleh négyaia@at beberapa asas

yang disebutour maximsataufour canonsyaitu:
1. Equality

Pajak harus bersifat adil dan merata yang diken&kpada orang-orang
pribadi sebanding dengan kemampuan untuk membayslity to pay)
pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yangmiteya. Pembebanan
pajak itu adil apabila setiap wajib pajak menyungkam suatu jumlah
untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanddengan

kepentingannya dan dengan manfaat yang diterim@arygemerintah.
2. Certainty

Pajak ditentukan tidak secara sewenang-wenangpaeterintah. Dalam
hal ini lebih ditekankan pentingnya kepastian meagepemungutan
pajak, yaitu kepastian mengenai hukum yang menugurkepastian
mengenai subjek pajaknya, kepastian mengenai opgaknya, dan

kepastian mengenai tatacara pemungutannya. Kepastiamenjamin

setiap orang untuk tidak ragu-ragu menjalankan kbam membayar
pajak karena segala sesuatunya sudah jelas. Bagn Amith kepastian
hukum adalah lebih penting dari keadilan. Apabriagp kepastian dapat
dicapai, maka administrasi perpajakan antara esperpajakan dengan

wajib pajak dapat berjalan dengan baik untuk meakgn keadilan.

Undang-undang dan peraturan yang mengikat, hawsalthkan jelas,
tegas dan tidak mengandung arti ganda atau merabep&uang untuk
ditafsirkan lain. Pemberian definisi yang jelas da&gas akan dapat
menghindari atau paling tidak mengurangi sengketara wajib pajak
dengan otoritas pajak. Dengan adanya kepastian petkgas pajak tidak
dapat bertindak sewenang-wenang, apabila tidak kagestian maka

wajib pajak dapat tergantung pada kebijaksanaangpst pajak yang

® Mansury, R, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Refir2000, YP4, 2002, him. 11.
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menyalahgunakan kekuasaan bagi kepentingan diridgas ini sering

disebut asas juridis.
Convenience

Dalam asas ini ditekankan pentingnya saat dan wgity tepat bagi
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanBgagat bijaksana
jika pemungutan pajak dilakukan saat wajib paj&netima penghasilan
yang sudah memenuhi syarat objektifnya dan saab \wajak membayar
pajak hendaknya ditentukan pada saat wajib pajakerimea penghasilan
tersebut misalnya pada saat menerima gaji, mendrimga deposito atau
penghasilan lainnya. Berdasarkan asas ini timbkiudgan yang kuat
untuk menerapkan sistem pemungutan paj@ky” As You Earhatau
PAYE. PAYE merupakan asas yang mengajarkan bahwa pajak dipung
pada saat yang tepat, pajak dipungut secara bemaaggsur sehingga
tidak terasa bagi wajib pajak bahwa kewajiban pajaktelah dilunasi
sehingga tidak merasa terbebani oleh pajak.

Economy

Dalam asas ini pentingnya efisiensi pemungutarkpajdinya biaya yang
dikeluarkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bidieh lebih besar
dari jumlah pajak yang dipungut, yang berarti balpganungutan pajak
sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat naemgkan
pemasukan pajak yang sebesarnya dan biaya yanglsgieBiaya yang
timbul dari pemungutan pajak dari sisi pemerintabagai pemungut
pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak, yadya administrasi
(administration cost)dan biaya pemenuhan kewajiban wajib pajak
(compliance cost)Kedua biaya ini seyogyanya ditekan sekecil mungkin
dibanding pajak yang akan dipungut. Asasonomies of collection
merupakan asas yang harus dipegang teguh dalamksaetkan

ketentuan undang-undang.
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Disamping asas-asas yang disarankan oleh Adam Semsebut, masih ada

beberapa asas lain yang disarankan oleh ahli péwajainnya.

Pertama adalah as&evenue Adequacy Principdeh Jesse Burkhead
sebagaimana dikutip Mansdrybahwa apabilahe Equity Principledan the
Convenience Principlenerupakan asas-asas yang menyangkut kepentingidn wa
pajak, makaThe Revenue Edequacy Princigealah asas pajak yang sering
dianggap oleh pemerintah yang bersangkutan sebagsiyang terpenting. Untuk
apa memungut pajak kalau penerimaan yang dihasilkdak memadai.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelunaiyaabfungsi pajak adalah
untuk menghimpun dana masyarakat untuk digunaklmdemenyelenggarakan
roda pemerintahan yaitu untuk pembiayaan rutin maupntuk pembiayaan
pembangunar{fungsi budgetair).Semua upaya ekstensifikasi dan intensifikasi

serta upaydaw enforcemendliarahkan untuk pengamanan penerimaan pajak.

Asas ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang dipungaotuk
kepentingan penerimaan negara, hamun dalam imptasieya hendaknya tetap
memperhatikan agar pajak yang dipungut tidak terisggi sehingga membuat
pertumbuhan ekonomi terganggu. Keseimbangan amquaty principle dan
revenue productivityharus selalu menjadi pertimbangan dalam mendesain
kebijakan pajak sehingga penerimaan pajak dapaériehi tanpa meninggalkan

prinsip keadilan dalam pemungutannya.

Asas lainnya adalah asaNeutrality Principle oleh John F. Due
sebagaimana dikutip Mansdrpahwa pajak itu sebaiknya adalah netral, yaitu
tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukonsumsi dan juga
tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk mengkasibarang dan jasa, dan
juga pajak jangan sampai mengurangi semangat orang bekerja. Perlu dijaga
agar pemindahan sumber daya dari swasta ke sekbdik gidak menimbulkan

® Mansury, R, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Ref&ir2000, YP4, 2002, him. 19.

" Mansury, R, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Refir2000, YP4, 2002, him. 20.
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distorsi. Asas netralitas ini bertujuan untuk mgajgangan sampai pemungutan
pajak itu menghambat kemajuan ekonomi serta jangmmpai mengurangi
efisiensi perekonomian, namun adakalanya pajakndipuuntuk mempengaruhi
pola konsumsi masyarakat supaya timbul pola hiédehana.

Asas kesederhanagsimplicity) yaitu kesederhanaan struktur dari sistem
perpajakan yang bersangkutan dan kesederhanaamasusndang-undang pajak
yang bersangkutan. Kesederhanaan struktur sisterpajpkan dapat pula
menciptakan kesederhanaan dalam melaksanakan petanngpajak.
Kesederhanaan penyusunan undang-undang akan meugaérnpemahaman

undang-undang.

Pengelompokan Pajak

Ada beberapa jenis pengelompokan pajak, dalam hubajak terdapat
pembedaan jenis pajak yang dibagi dalam beberaganggm. Menurut
Mardiasm8, pengelompokan pajak menurut golongan adalah pafasung dan
pajak tidak langsung, menurut sifatnya adalah pajdijektif dan pajak objektif,

sedangkan menurut lembaga pemungutnya adalah mazgak dan pajak daerah.

1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pembedaan pajak menjadi pajak langsiaigect tax) dan pajak tidak
langsung ifidirect tax) adalah sangat penting untuk mengetahui dan
menentukan siapakah subjeknya, apakah objeknydafgaimana dan berapa
tarif yang tepat. Penggolongan ini penting karafe dari kedua jenis pajak
tersebut berbeda. Suatu pajak disebut pajak laggapabila beban pajaknya
(tax burden)}idak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajakllig pajak tidak
langsung apabila beban pajaknya dapat dialihkaradepihak lain baik

sebagian atau seluruhnya. Pelimpahgmfting) ini penting tidak saja untuk

8 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi 2006, Pendhili, Yogyakarta, 2006 , him. 5
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mengetahui siapa pemikul akhir beban pdgdstinataris) namun juga untuk
mendesain kebijakan administrasi perpajakan. Bepéugalihan beban pajak
bisa dilakukan ke depaforward shifting) yakni ke pembeli, atau beban
pajak tersebut dialihkan ke belakaflmackward shifting)yakni ditanggung
penjual. Ciri lain dari pajak langsung adalah begambeban pajak tergantung
kepada kemampuan membayability to pay)wajib pajak, artinya kondisi
wajib pajak (individual circumstanceskeperti besarnya penghasilan dan
besarnya tanggungan akan menentukan besaamybaurden Didalam pajak
tidak langsung, kondisi wajib pajak tidak mempunkaitan denganax
burden artinya besarnya penghasilan dan besarnya tagggurdak menjadi
faktor penentu besara@ax burdenyang harus dibayar wajib pajak. Secara
administrasi, pajak langsung umumnya dibayar ddapdikan berdasar
periode tertentu misalnya setahun, sedangkan pigak langsung bisa
terutang setiap saat, misalnya Pajak Pertambahian (RPN) terutang pada
saat transaksi pembelian, PPN Impor terutang paatarapor barang.

. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pada waktu pesayamya dimulai
dengan menetapkan individu, selanjutnya baru dicayarat-syarat
objektifnya. Hubungan antara subjek pajak dan opggkk adalah langsung,
artinya besarnya beban pajak sangat tergantungkdarampuan membayar
(ability to pay)atau keadaan wajib pajak. Sebaliknya, pajak oibjakialah
pajak yang pada waktu pengenaannya pertama-tanaai oiojeknya, baru
kemudian dicari siapa individu yang harus membayar®©bjek pajak bisa

berupa benda, keadaan, peristiwa atau perbuatan.

. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pembedaan pajak menjadi pajak pusat dan pajakhddédakukan untuk
menentukan siapa otoritas pajak yang berwenangkoiela pemungutan
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pajak. Pembagian kewenangan pemungutan ini pentiigk menghindari
adanya pengenaan pajak yang berul@tmuble taxatioh atas objek atau

subjek yang sama.
1.2 Pajak Atas Konsums (Consumption Tax)

Pajak atas konsumsi bertujuan untuk mengenakak @afs pengeluaran
yang dikeluarkan oleh individu-individu(private persons). Selanjutnya
pemajakan ini berkembang pada penggunaan dari fmesim, alat transportasi
dan penggunaan peralatan lainnya untuk proses ksbdiMenurut Ben Terfa
definisi umum pajak atas konsumsi adalah :

“A tax on consumption is that the tax is meant teecthe expenditures by
private persons and persons comparable to them”

Pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atagepearan yang ditujukan
untuk konsumsi. Ada dua pendekatan menurut Johnue~.Dan Ann
F.Friedlaender sebagaimana dikutip Sukatdjiaitu :

a. Pendekatan langsung-pajak atas pengeluérapenditure tax)yaitu pajak
yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsyamg merupakan hasil
penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi pengatuantuk tabungan dan
pembelian aktiva.

b. Pendekatan tidak langsung atau pendekatan pajakdibnyaitu pajak yang
dikenakan atas penjualan komoditi yang dipunguta@ap pengusaha yang
melakukan penjualan. Pajak ini kemudian dialihkapdda pembeli selaku

pemikul beban pajak.

Menurut Saroyo Admosudarrtfopajak atas konsumsi adalah pajak yang

tujuan akhirnya membebani penghasilan rumah tapggseorangan pada waktu

° Terra, Ben, Sales Taxation : The Case of ValueefidEax In The European Community, Series on
International Taxation No. 8, Kluwer Law and TagatPublhishers, Deventer, Boston, 1988, him. 5-6
2 Untung Sukardiji, Pajak Pertambahan Nilai EdisiiBie2002, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002
op.cit. him. 5
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penghasilan tersebut dibelanjakan untuk konsumpabfa pajak penghasilan
membebani penghasilan pada waktu penghasilan terdgieroleh, maka pajak
atas konsumsi juga membebani penghasilan akan petdp waktu yang berbeda
yaitu ketika penghasilan tersebut dibelanjakan.

Dalam disiplin perpajakan, pajak atas konsumseldis pajak tidak
langsung. Kewajiban menghitung dan menyetor pagaigpasilan ke kas Negara
pada prinsipnya adalah kewajiban penerima pengtmaségkalipun dalam hal-hal
tertentu lazim diterapkawithholding systemsementara kewajiban menghitung,
memungut dari konsumen dan menyetor pajak atasukmiske kas Negara
prinsipnya adalah kewajiban pihak lain, bukan kdveey destinataris pajak atau
dalam hal ini adalah konsumen. Penentu peristiwaa keajak yang dikaitkan
dengan saat pembelanjaan penghasilan atau padgpeadielian barang/jasa
inilah yang memperbesar tingkat efektifitasnya makagpenghasilan. Tingkat
resistensinya lebih rendah apabila dibandingkargaeriingkat resistensi pajak
atas perolehan penghasilan. Potensi kegagalan pastngutan pajak pada
waktu penghasilan diperoleh dengan demikian dagrkbiteksi sebagian melalui

pengenaan pajak ketika penghasilan tersebut dja&km

Pajak atas konsumsi sering menjadi sasaran Katikna sifat bebannya
yang cenderung progresif atau bahkan regresif dat pemungutannya itu
sendiri. Sifat pajak tersebut tidak langsung sedanglestinataris pajak tidak
berhubungan langsung dengan fiskus, yang berhubhuaggsung dengan fiskus
adalah pihak yang ditunjuk undang-undang untuk nmguu pajak dari
destinataris tersebut yaitu para pengusaha, sehipgmbebanan pajak sampai
kepada destinataris melalui proses pelimpahan bedjak.

Kritik terhadap keberadaan pajak atas konsumsia pathsarnya
dikarenakan prinsip keadilan dan proses pemajaki@depankan, sementara
fungsi redistribusi melalui pengeluaran Negara yaegasal dari penerimaan

pajak tersebut kurang diperhitungkan. Seluruh peva@m pajak pada akhirnya

1 Admosudarmo, Saroyo: Pajak Pertambahan Nilai, B&hdiah, 1999
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disalurkan kembali kepada warga masyarakat met@ngeluaran Negara, maka
pada dasarnya terdapat peluang untuk menggenapgadildn dalam proses
pemungutan pajak dengan proses redistribusi melp&ngeluaran Negara
tersebut.

Adanya peluang tersebut tidak berarti bahwa koeritterhadap keadilan
dalam pemungutan pajak boleh melonggar. Kebijalemumgutan pajak harus
selalu merupakan hasil dari pencarian titik kesainglan antara pertimbangan-
pertimbangan kebutuhan penerimaan Negara, keadikemudahan dalam
pelaksanaan atau administrasinya dan tingkat efisiedan efektifitas

pemungutannya.

Dalam disiplin perpajakan, pajak atas konsumsellis pajak tidak
langsung, sehingga kewajiban menghitung, memungurt Honsumen dan
menyetorkan pajak tersebut ke kas Negara, prinai@dalah kewajiban pihak
lain bukan kewajiban destinataris pajak atau datenini konsumen. Dengan
demikian maka falsafah pemajakan atas konsumsu ypénghasilan yang
dibelanjakan - (konsumsi).  Pengkaitan dengan pemja@lan memang
mengakibatkan tingkat resistensi dari pemilik pesjan menjadi rendah,
bahkan seringkali konsumen tersebut tidak menyadania sekali bahwa didalam

harga barang atau jasa yang dibelinya sudah tenkgngeban pajak.

1.3 Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jeajgk penjualan
(sales tax)Pajak Pertambahan Nilai ini dikembangkan oleh pétaperpajakan
untuk mengurangi efek pajak berganda yang ditimdulkleh pajak penjualan.
Salah satunya adalah apa yang dikemukakan oleh &rat? berikut ini :

“Cascading may result in distortions in relative ga$ by causing the
effective tax rate on final sales of various goadd service to be different

2 Ronald T,McMorran, Mechanism to Alleviate Cascagliim Tax Policy Hand Book, Edited By
Parthasarthi Shome, Tax Policy Division, Fiscalaft Department , International Monetary Fund,
Washington D.C, 1995, him. 81.
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from statutory rates. Cascading may also resularnincrease in the cost
of capital to businesses when taxes cascade onatapputs, distorting
productive efficiency

Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut bspe ahli adalah sebagai
berikut :

Definisi PPN menurut Stephen R. Lewis; Jr

“The value added tax is really a general retail sal@x with a series of
credits for taxes paid at each earlier stage ofgessing and distribution.
The credit system avoids the accumulation of tghatscould come”.

Definisi PPN menurut Alan Schelfk

“VAT is typically are imposed on sales of goodsusirness at each stage
of production and distribution and on sales or $e¢g as they are
rendered. The tax liability on domestic sales unideoice method VAT
generally is equal to difference between the tayapke on purchases
from other business (input tax)”.

Definisi PPN menurut Richard A. Musgrave dan PeBgilusgrave>:

“Value added tax is not genuinely new form of taxatbut merely a sales
tax which is administered in different form”.

Definisi PPN menurut Alan A. Tdft:

“Value added is the value that a producer (whetlemanufacturer,
distributor, advertising agent, hairdresser, farmeace horse traner, or
circus owner) adds to his raw materials or purclegether than labor
before selling the new or improved product or ssgviThat is the inputs
(the raw material, transport, rent, advertising,daso on) are bought,
people are paid wages to work on these inputs when the final good or
service is sold, some profit is left. So value addan be looked at from
the additive side (wages plus profits) or from shubtractive side (output
minus inputs)”.

Di Indonesia pajak atas konsumsi lebih dikenal dengajak Pertambahan Nilai

(Value Added Tax) Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, Pajak

13 ewis, Sthepen R,Jr. (1984), Taxation for Develepm principles And Apllictions, Oxford University
Press Inc., page 243

1 Schenk, Allan (1989), Value Added Tax of The Ararni Bar Association, Section of Taxation, page 2
!> Musgrave, Richard A, And Peggy B.Musgrave, oppzge 441

18 Alan A. Tait, Value Added Tax, International Piaetand Problems, International Monetary Fund,
Washington D.C, 1998, him.4
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Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsingakena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam daerah pab&sh karenanya barang
impor dan atau jasa yang yang dimanfaatkan didalaemah pabean dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif yang sama aterigarang atau jasa

domestik.

Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan R&jak Pertambahan
Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluarank ukttnsumsi (a tax
consumption expenditurdjaik yang dilakukan oleh rumah tangga perseorangan
maupun badan baik swasta maupun pemerintah. Komsulalam melakukan
konsumsi tidak terbatas pada barang namun juganaska Pajak Pertambahan
Nilai selain dikenakan terhadap konsumsi baranga juiikenakan terhadap
konsumsi jasa. Disamping itu, dalam pemungutarfP&l menganut prinsip
tempat tujuan(destination principle),oleh karena itu pola konsumsi tidak
dipengaruhi oleh PPN, dengan kata lain PPN netrhlitlap pola konsumsi.

2.3.1 Karakter LegalLegal CharacterPajak Penjualan

Legal characteradalah ciri-ciri ataunaturesuatu jenis pajak. Pemahaman
tentangnaturesuatu jenis pajak akan menentukan atau memberiasekuensi
bagaimana sebaiknya pajak tersebut harus dipuhgg@al charactermenurut
Terra sebagaimana dikutip Rosdidredalah sebagai berikut :

“Basically it means that the instrinsic nature oftax should be the
guiding principle in determining its consequencesl aot just the label,
or the name of a tax”.
Legal characterdari pajak penjualan dapat dideskripsikan sebpggk tidak
langsung atas konsumsi yang bersifat umygeneral indirect tax on

consumption)

" Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan @earAplikasi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,
2005, op.cit. hal. 204-207.
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General

Pajak penjualan merupakan pajak atas konsumgy Yemsifat
umum. Katageneral (umum) inilah yang membedakannya dengan jenis
pajak lainnya, yaituexcise (cukai). Pajak penjualan bersifgeneral
sedangkarexcise bersifat spesifik. Pajak penjualan dikenakan wapa
semua barang, sedangkaxcisehanya dikenakan terhadap barang-barang
tertentu saja. Pajak penjualan ditujukan pada sgmuate expenditure,
sebagai konsekuensinya tidak boleh ada diskrimiatasii pembedaan
antara barang dan jasa karena keduanya merupakagelparan. Yang
harus menjadi objek pajak penjualan adalah barangata, bukan hanya
barang saja atau jasa saja karena pengeluaraisatdddam bentuk barang

maupun jasa.
Indirect

Pajak penjualan merupakan pajak tidak langsuglgngga beban
pajaknya dapat dialihkan, baik dalam benfokward shifting maupun
backward shifting Dengan kata lain tidak harus selalu konsumen yang
harus memikul beban pajak sepenuhnya, tetapi bk ini bisa saja
dipikul oleh penjual dengan cara mengurangi keugdundan atau

melakukan efisiensi.
On Consumption

Pajak penjualan merupakan pajak atas konsumsipatan
membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan/hséksligus
ataupun digunakan/habis secara bertahap/beranggsia Semua barang
seharusnya menjadi objek pajak penjualan, tanpa beeabedakan
apakah barang tersebut merupakan barang yang akengeupun barang
yang tidak bergerak. Selain itu, pajak penjualarupgkan pajak atas

konsumsi, pengertian konsumsi juga meliputi batatak berwujud.
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2.3.2.

Pajak penjualan dalam pelaksanaanya banyak merkerbdfek pajak
berganda(cascading effect)Hal tersebut disebabkan pajak penjualan dapat
dikenakan di tiap-tiap jalur produksi dan distribusiamun tidak dapat
mengkreditkan pajak yang telah dibayar sebelum®gmakin panjang mata
rantai jalur produksi sampai dengan distribusi, amakmakin besar efek pajak
berganda yang ditimbulkan. Keadaan ini mendorongvpajak menghindar dari
pengenaan pajak bahkan kalau perlu menyelunduplegak.pSebagai akibat
pengenaan pajak berganda, maka pajak penjualanadnetiflak netral baik
terhadap perdagangan dalam negeri maupun perdagamganasional, karena
tidak dapat dihitung dengan pasti jumlah bebankpggag dipikul oleh konsumen
maupun pajak yang terkandung dalam harga komaatig yakan diekspor.

Sistem Pemungutan Pajak Penjualan

Sesuail dengan karakteristik pajak penjualan bahajakpdikenakan
terhadap konsumsi barang dan jasa. Dalam sistemrggriannya, terdapat dua
sistem yaitlSingle-stage leviedanMultiple-stage levie&®

1. Singlestage levies

Dalam sistem ini pajak penjualan atas barang jaksau dikenakan
hanya sekalfsingle). Terdapat tiga alternatif penerapan :
a. A single stage levy at the manufacturer’s level
Pajak penjualan dikenakan hanya pada tingkat pedu
(pabrikan). Kelebihan pengenaan pajak pada tingiatusen atau
pabrikan  adalah lebih mudah menentukan wajib pagak
sehingga relatif lebih mudah pengawasaanya.
b. A single stage levy at the wholesale level
Pajak penjualan dikenakan atas penjualan kepadjagbgenjual
eceran atau konsumen oleh produsen, pedagang lgessiran,

penyalur, importer. Menurut Terra, istilatwholesale tax

18 Ben Terra, op.cit, p.21
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sebenarnya kurang tepat, lebih tepat jika dissingle stage tax
“preceding the retail stage .

A single stage levy at the retail level

Pajak penjualan dikenakan atas penjualan terakloara eceran ke
konsumen akhir. Dalam sistem ini pajak tidak s@#&mbhkan pada
tingkat pengecer, namun bisa saja dikenakan dkaingabrikan

atau apabila mereka menjual langsung ke pembeii.akh

Multiple stage levies

Dalam sistem ini pajak penjualan atas barang jatsa dikenakan

pada beberapa tingkat dari produksi dan distriblisirdapat dua cara

penghitungan pajak penjualan terhadap metode ini :

a.

Cumulative Cascade Systems

Pajak penjualan dikenakan pada peredaran baradg [ur
produksi dan distribusi tanpa adanya penyesuaes) [@jak yang
telah dibayar pada jalur sebelumnya, sehingga nmrkan efek
pajak berganda. Pajak penjualan dikenakan padapsetda
perpindahan barang ke jalur berikutnya.

Noncumulative Cascade Systems (Value Added)

Pajak penjualan dipungut pada semua mata rantai peoduksi
dan distribusi, namun terbatas hanya pada perteambahainya
saja. Nilai tambah ini timbul akibat dipakainya t@akfaktor
produksi di setiap jalur peredaran barang tersebatasuk semua
biaya untuk mendapatkan laba, bunga, sewa dan keyah Nilai
tambah ini lebih mudah diketahui dengan menguramdkarga
penjualan dikurangi harga pembelian. Dasar pengenzgak
adalah nilai tambah, oleh karena itu disebut P&akambahan
Nilai (Value Added Tax).

Analisis pengembalian..., Supandi, FISIP Ul, 2008



2.3.3. Karakter LegalLegal CharacterPajak Pertambahan Nilai

Kelemahan pajak penjualan adalah adanya efek pajgandgcascading
effect) dan sifat yang tidak netral terhadap perdagangdandanegeri dan
internasional. Pajak Pertambahan Nilai adalah ratdr solusi untuk
menggantikan pajak penjualan terselusigal characterdari Pajak Pertambahan
Nilai adalah general tax on consumption, indirect tax, neutran cumulative
Sifat non cumulativedanneutral merupakan keunggulan PPN dibanding dengan

pajak penjualan.

Legal characte®PN menurut Sukardji adalah sebagai berikut :

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tigalgkung
Karakter ini memberikan suatu konsekuensi juridibviza antara pemikul
beban pajak (destinataris pajak) berbeda dendmek penanggung jawab
pembayaran pajak ke kas negara. Destinataris PRiMhadkonsumen
sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Kasa Pajak.
Penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negalahddangusaha
Kena Pajak selaku penjual Barang Kena Pajak ataguseha Jasa Kena
Pajak.

2. Pajak Objektif
Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatus j@ajak yang
timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktorjedhif, yaitu suatu
keadaan, peristiwva atau perbuatan hukum yang d#iRahakan pajak
yang juga disebut dengan objek pajak. Kewajibarakpakan timbul
apabila ada objek pajak. Kondisi subjektif subjekag tidak menentukan
timbulnya pajak, dengan demikian PPN tidak membadalantara
konsumen orang dengan badan, orang kaya dengarg oraskin,
sepanjang mereka mengkonsumsi barang dan/atau yjasg sama

diperlakukan sama.

19 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai EdisiiBie2002, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002
op.cit. him. 19-25
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Multi Stage Tax

Multi stage taxadalah karakteristik PPN yang dikenakan padapsglar

produksi dan distribusi, demikian seterusnya sancigmgan konsumen

akhir (end userebagai sasaran akhir penanggung PPN.

PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Dihitungnlyunakan

Indirect Substruction Method/Credit Method/Involethod

Pajak yang dipungut oleh PKP Penjual atau Pengudate tidak secara

otomatis wajib dibayar ke kas Negara. PPN terutany wajib dibayar

ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengkmang§PN yang

dibayar ke PKP lain yang dinamakan Pajak Masukaput tax)dengan

PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jada Yajak Keluaran

(output tax).Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak largysu

(indirect substruction methodPajak yang dikurangkan dengan pajak

untuk memperoleh jumlah yang akan dibayarkan ke kegjara

dinamakan kredit pajatax credit, deh karena itu metode ini disebut juga

metode pengkreditan(credit method). Sarana yang dipakai untuk

melakukan pengkreditan antasatput taxdaninput taxdinamakan faktur

pajak (tax invoice), sehingga metode ini disebut juga metode faktur

(invoice method).

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Kosiswwmum Dalam

Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajaatau Jasa

Kena Pajak di dalam negeri, oleh karena itu banapgr dikenakan PPN

dengan tarif yang sama dengan barang domestik.

Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral

Sifat netralitas PPN ditentukan oleh dua faktor :

a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa

b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempagartu
(destination principlepukan prinsip tempat as@rigin principle).

Pajak Pertambahan Nilai Tidak Menimbulkan EfajaR Berganda
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PPN dikenakan hanya terbatas pada nilai tambad) tparbul pada mata
rantai produksi sampai dengan distribusi. Nilai baim adalah semua
faktor produksi yang timbul di setiap jalur pereatasuatu barang seperti
bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya omtuklapatkan laba.

2.3.4. Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai untuk m&igi jumlah
yang nantinya akan disetorkan ke kas Negara, da&barapa literatur ada empat
metode, salah satunya menurut Alan ®aiebagai berikut :

1. t (wages + profits) : the additive-indirect or acant method,;

2. t (wages) + t Profit) : the additive-indirect methoso called because
value added itself is not calculated but only tla tiability on the
components of value added;

3. t (output — input) : the substructive-direct (alsm accounts) method,
sometimes called the business transfer tax : and

4, t (output) — t (input) : the substructive-indirefthe invoice or credit)
method and the original EC model.

Dari keempat metode tersebut konseplue addeddapat dilihat dari dua

perspektif yaitu dari pertambahan nilai atas upah kieuntungan (nomor 1 dan

2), serta dari selisibutputdikurangiinput (nomor 3 dan 4).

Metode yang sering dipakai oleh banyak negara wukndndonesia adalah

metodesubstructionCara menghitung dengan menggunakan metabstruction

adalah sebagai berikut :

1. The Substructive-Direct Method
Metode ini dikenal dengan nanaacount methodhtaubusiness transfer
tax. Dalam metode ini pajak dihitung dengan cara mearggir harga
penjualan dengan harga pembelian dan langsungkdikaharif.

Sales = X

2 Alan Tait, op.cit, p.4
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Deductible Purchases = (xx)
Tax Base = XXX

VAT =10 % x Tax Base

2. The Substructive-indirect (The Invoice or Credittivbel)

Dalam metode ini pajak dihitung dengan cara meaggkan selisih antara
pajak saat penjualan dengan pajak saat pembelian.

Sales = a
Output Tax =10%xa
Purchases = b
Input Tax =10%xb

VAT liabilities = VAT Output — VAT Input

2.3.5. Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalamtaigangan Internasional

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas kagisgang dikenakan
atas transaksi yang terjadi di suatu negara maliptas negargcross border
transaction). Dalam perdagangan internasional, jurisdiksi atawdnangan

pengenaan PPN atas kegiatan ekspor dan impor meSuirank’, adalah sebagai
berikut :

“The jurisdictional rules governing internationalatrsactions dictate
whether a VAT is an origin or destination principtax. An origin

principle VAT imposes tax on value added within tAeing nation,

regardless of where the goods or services are goedgu Imports are not
taxed, and export bear tax. A destination princg&T imposes tax in the
nation where the goods are produced or the servees consumed,
regardless of where the goods are produced or #éneices are rendered.
Under the destination principle, imports are taxat exports are free of

tax”.

Berdasarkan pendapat Schenk, jurisdiksi atau kevgamapemajakan PPN ada

dua prinsip yaitu negara asal tempat barang atgara¢ujuan barang.

2L Alan Schenk, Value Added Tax A Model Statute andn@entary, A Report of the Committee on Value
Added Tax of the American Bar Association Sectibiaxation, 1989, page 9
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a. Prinsip asal tempat barar@rigin Principle)
Berdasarkan prinsip ini, PPN atas setiap transdike&nakan di negara
domestik tempat barang atau jasa diproduksi ateasbke Misalnya suatu
barang yang diproduksi di negara X dan selanjuthgtspor ke negara Y,
maka PPN atas barang tersebut akan dikenakan dian&g sedangkan di
negara Y tidak dikenakan.

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Zesbagai berikut :

“Under the origin principle, the VAT is imposed dre tvalue
added of all taxable products (henceforth takeerioompass both
goods and services) that are produced domesticZlly”

Dengan prinsip ini apabila barang diekspor, makgaree pengekspor

mengenakan pajak terhadap barang yang diekspebters

b. Prinsip tujuan barandpéstination Principle)
Berdasarkan prinsip ini, PPN atas setiap transdik&nakan di negara
domestik tempat barang atau jasa dikonsumsi.

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Zesbagai berikut :

“Under the destination principle, the VAT is imposadthe value

added of all taxable products that are consumedetizally”>
Didalam  prinsip destination  principle barang-barang yang
diperdagangkan secara internasional dikenakan plajaégara tujuan atau
dimana barang tersebut dikonsumsi. Hal terseburtbdvahwa barang-
barang yang diekspor dibebaskan dari pengenaandPR&gara eksportir
dan akan dikenakan di negara importir. Di sini akanadi “border
adjustment” dimana negara eksportir akan mengembalikan PPN yan
telah dibayarkan atas perolehan barang eksporbtdrgtan sebaliknya
negara importir akan mengenakan PPN atas barangr irtgysebut.
Hampir seluruh negara menerapkdestination principle karena lebih

22 7eem Howel H (1995), Value Added Tax in Tax Poktandbook, Edited by Parthsarathi Schome,
Washington DC, International Monetary Fund, p.87

% Zeem Howel H (1995, ibid, p.87
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netral untuk perdagangan internasional. Hal tetsellakukan dalam
rangka harmonisasi perpajakan demi terciptanyamikfperdagangan

internasional yandair danneutral

Negara Indonesia menganut prinsigestination principle
Kosekuensinya, atas ekspor barang tidak dikenalaw &au dikenakan
PPN dengan tarif 0%, dengan demikian apabila pba#ma banyak
melakukan ekspor (eksportir), maka pajak keluaranalan lebih kecil

dibandingkan dengan pajak masukannya sehinggatekadi lebih bayar.

2.3.6. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai suatu sistem, PPN memiliki beberapa kelabian kekurangan antara

lain®*
1.

Kelebihan PPN

a. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
b. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
C. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan barandalmdapat

diperoleh kembali pada bulan perolehan sesuai dertgzse
konsumsi(consumption type VATan metode pengurangan tidak
langsung (the substructive indirect method$ehingga akan
membantu likuiditas perusahaan.

d. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajaiafbahan Nilai
mendapat predikat sebagaoney makekarena konsumen selaku
pemikul beban pajak tidak merasa dibebani olehkptgasebut

sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

24 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai EdisiiBie2002, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002
op.cit. him. 27-28
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2. Kelemahan PPN

a. Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandikagn dengan pajak
tidak langsung lainnya, baik dipihak administraaja maupun
dipihak wajib pajak.

b. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tingmgkat
kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak diaiigl
dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuarsukoen,
semakin berat beban pajak yang dipikul. Hal tersaterupakan
dampak dari karakteristik PPN sebagai pajak objekti

C. PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajagai akibat
mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya untuk
memperoleh kembali pajak yang dibayarkan oleh pssiga dalam
bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui piursiskus.

d. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari admasiigtajak untuk

mencegah terjadinya penyelundupan pajak.

2.3.7. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektiingga timbulnya
kewajiban membayar pajak ditentukan oleh ada tigakobjek pajak, bukan
ditentukan oleh kondisi wajib pajak. Yang menjaditanyaan adalah apa yang
menjadi objek dari Pajak Pertambahan Nilai itu gen&esuai dengaregal
characterPajak Pertambahan Nilai, yaitu Pajak Pertambahian dikenakan atas
konsumsi umum dalam negeri yang ditujukan kepadaia@rivate expenditure
Pengeluaran baik yang dilakukan oleh rumah tanggaagi maupun badan
adalah atas barang dan jasa, maka secara umummgmadi objek PPN adalah
penyerahan barang dan jasa, nhamun yang menjadilainagdalah penentuan
barang dan jasa yang akan dijadikan dasar pengdPiBin karena pengertian
barang dan jasa yang sangat luas. Hal tersebutd@edangan apa yang
dikemukakan Thuron$ft berikut ini :

% vVictor Thuronyi, Op.cit, chapter 6, him. 20
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“transactions are usually stated to be within thepgcof VAT if they are
supplies of goods or services

Definisi yang dikemukan Thuronyi meliputi semua yerahan barang dan jasa.
2.3.8. Pengusaha Kena Pafd@laxable Person)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak lamgs artinya
destinataris pajak berbeda dengan pihak penanggwadp pembayaran pajak ke
kas Negara, dengan demikian pihak yang paling wipajuk untuk memungut,
mengumpulkan, menghitung, dan melaporkan PPN adadamjual. Menunjuk
pembeli atau konsumen untuk melaksanakan kewajiparpajakan seperti
tersebut diatas tidaklah efisien serta sulit peragannya, karena jumlah pembeli
umumnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlaljupénAkan menjadi lain
apabila penjual berada di luar negeri, maka pilaigypaling tepat ditunjuk untuk
melaksanakan kewajiban perpajakan adalah pihak ger®embeli sebagai pihak
yang menyetorkan PPN ke kas Negara, namun bukantiggembeli diwajibkan
menjaditaxable person

Definisi pengusaha kena pajékxable personjnenurut Terrd adalah :

“Taxable person means any person who independertiig€ out in any
place any economic activity whatever the purposeesult of that activity.
Thus, a global concept is applied. Any person mayaliaxable person
and therefore be entitled to recovery of input VAT”
Pengusaha kena pajak adalah orang atau badan yaakukan kegiatan ekonomi
secara bebas apapun namanya produk yang dihadikakegiatan tersebut yang
menurut ketentuan undang-undang perpajakan memeyatat untuk ditetapkan

sebagai pengusaha kena pajak.

2.3.9 Penyerahan Kena Pajékaxable Supplies)

Perumus kebijakan awalnya menentukan barang asauypang dikenakan
PPN atau sering disebut dengan istilah Barang ajak (BKP) atau Jasa Kena

% Ben J.M. Terra and Peter J. Wattel, European Bax $econd Edition, 1997, him. 157
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Pajak (JKP). Selanjutnya mereka harus menentukamsaksi-transaksi yang
dikategorikan sebagai penyerahan BKP atau JKP temtang PPN. Timbulnya
kewajiban PPN karena adanya penyerahan kena gaggbtit.

Pengertiariaxable suppliesnenurut Thuronyf’adalah sebagai berikut :

“A taxable supply, is a supply or transaction oncRhVAT is imposed.
Whwn a taxable supply is made, the person makegupply, if a taxable
person, must impose and collect VAT and accountitfdo the tax
authorities.”

2.3.10 Faktur PajaQ/AT Invoices)

Secara umum, mekanisme pemungutan, pembayarapetigroran Pajak
Pertambahan Nilai terjadi jika satu Pengusaha Keapk (taxable person)
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Rajak kepada
Pengusaha Kena Pajak lainnya. Mekanisme umum yanggsdipakai adalah
mekanisme kredit pajak. Untuk dapat menerapkan mekee tersebut diperlukan
sarana yaitu berupa Faktur Paj@{AT invoice). Faktur pajak umumnya
merupakan bukti pungutan yang dibuat oleh Pengudéa@a Pajak yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau pdmayerdasa Kena Pajak
kepada Pengusaha Kena Pajak lainnya. Berikut defifaktur Pajak menurut

Thuronyi :

"A VAT invoice is an invoice, chit, till roll printor other document that is
issued by a taxable person who makes a taxablelysapgd that records
the supply and the amount of VAT payable on it.irAoice is a VAT
invoice if it is complies with the requirement lné VAT law™®

Dari definisi tersebut jelas bahwa pengertian fagajak adalah suatu invoce atau
dokumen yang dikeluarkan oleh pengusaha kena pgmakg melakukan
penyerahan kena pajak serta mencatat jumlah péraresang dilakukan beserta

jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibagaratu invoice disebut

" |bid, him. 32-33
2 Victir Thuronyi, op.cit. him. 60
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sebagaVAT invoiceapabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentl&h

undang-undang.

Faktur pajak memang hanya berbentuk selembar kenasnun
hakekatnya adalah uang, untuk itu informasi minirgahg harus tercantum
didalamnya harus berdasarkan undang-undang. Fadjak merupakan dokumen
yang sangat penting tidak saja bagi penjual namga pagi pembeli. Faktur
pajak ini merupakan dokumen untuk bisa menerapkakanisme Pajak
Pertambahan Nilai, karena faktur pajak berfungsi :

a. Bagi penjual, merupakan bukti pungutan pajak ptnyerahan barang atau
jasa kena pajaR/AT out);

b. Bagi pembeli, merupakan bukti pembayaran pajak pembelian barang atau
jasa kena pajaR/AT in);

c. Sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak magwutanin) .

Informasi minimal yang harus ada menurut ketentwagang-undang misalnya
adalah :

a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang mein&n Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak penteiang Kena Pajak
atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atagdantian, dan potongan
harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;

f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FaktjakPdan

g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak mataagani Faktur Pajak.

2.3.11. Pengembalian Kelebihan Pajak PertambaHhan(MAT Refunds)

Dengan adanya mekanisme pengkreditan yaitu pajakikaa dikreditkan
ke pajak keluaran, maka dapat terjadi Pajak Maslddaim besar dibandingkan
Pajak Keluaran sihingga terjadi pajak lebih dibaydal tersebut sering terjadi

terutama terhadap pengusaha kena pajak yang malakkdgiatan ekspor atau
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melakukan penyerahan barang atau jasa kena papkd&epemungut Pajak
Pertambahan Nilai. Apabila Surat Pemberitahun PRyatakan lebih bayar,
maka ada dua alternatif yang dapat dilakukan okstgpsaha kena pajak yaitu
diperhitungkan pada masa pajak berikutnya ataundakan restitusirefund).

Restitusi PPN yang besar dapat menekan penerimeagara, apalagi
apabila restitusi PPN tersebut dilakukan dengaa tidak sah. Untuk tindakan
pengamanan, otoritas pajak dapat melakukan tindgkameriksaan untuk
menguji kebenaran restitusi PPN tersebut. Hal térebjalan dengan apa yang

dikemukakan oleh Thuronyaitu :

"Repayment of excess VAT credit should be allowedyith safeguards.
One possible safeguards is to require the exceds drédit to be carried
forward for a specified period (e.g., six monthsjdoe arepayment can be
claimed. Another safeguard for the revenue is aspittpof VAT credit on
large expenditures through capital goods rules, dadher safeguards
should empower the tax authorities to audit anyineldor repayment
before being required to make the repayment ifréhris reason for
suspicious.®

Di Indonesia, setiap permohonan restitusi PPN adtidmkukan pemeriksaan
kecuali restitusi PPN yang dilakukan oleh wajibagayang memenuhi kriteria
tertentu (wajib pajak patuh) yang hanya dilakukaenglitian. Tindakan
pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa wsstRPPN tersebut benar

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ydagiber

2.3.12 Pemeriksaan dan Penelitian

Pemeriksaan maupun penelitian merupakan tindgéag biasa dilakukan
oleh otoritas pajak untuk mengecek dan menguji katzan Surat Pemberitahun
yang disampaikan oleh wajib pajak. Berdasarkseif assessment system,
kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melapaladd tanggung jawab

wajib pajak. Untuk melaksanakan fungsi pengawastoritas pajak dapat

2 Victor Thuronyi, op. cit., him 64-65
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melakukan pemeriksaan atau penelitian. Definisi grédteaan pajak menurut

Mardiasmo adalah :

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untukanentengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya umémiguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undaegaajakan >
Dari definisi tersebut dengan jelas diterangkahwaza pemeriksaan merupakan
serangkaian tindakan sehingga bisa diartikan bayemseriksa pajak aktif untuk
mendapatkan data, keterangan, dan atau bukti yiaagobrbentulsoft copydan
selanjutnya mengolahnya dengan dengan cara obpktif profesional dengan
tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiparpajakan dan/atau
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuaatyp@n perundang-undangan
perpajakan. Tujuan lain dalam pemeriksaan misattalam rangka pencabutan
Nomor Pokok Wajib Pajak, penentuan objek sita, datangka penggabungan

atau peleburan usaha, dalam rangka pembinaanidaaita

Tindakan penelitian dilakukan untuk menilai kgJeapan pengisian Surat
Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasulaoem tentang kebenaran
penulisan dan penghitungannya. Penelitian pajaltngi@ hanya melakukan
pengecekan kebenaran formal Surat Pemberitahuaertisegara pengisian,
kelengkapan lampiran, kebenaran penulisan sertaghgengannya seperti

penjumlahan, pengurangan dan lain-lain.

Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh otorgiafak adalah penyidikan
(investigation). Tindakan penyidikan merupakan lanjutan dari tirsshak
pemeriksaan apabila pada tingkat pemeriksaan tarsktemukan unsur-unsur
melawan hukum vyaitu melanggar ketentuan pidana idangy perpajakan.

Tindakan penyidikan yang dikemukakan oleh Yudkin :

30 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi 2006, Yogyekapenerbit Andi, 2006, him. 41
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"The investigative power is usually possessed bytsaocident to the
enforcement of their judgments and should be gbyelaw to authorized
tax administration personnel. Without it, the othadministrative
collection powers are meaningles¥”

2.3.13 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan karateristiknya, Pajak Pertambahanadalah merupakan
pajak tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai Darditerapkan di seluruh
dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri PR@rtambahan Nilai berlaku
secara efektif sejak tanggal 1 April 1985 berdemarindang-undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Baraamgy dhsa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang Nomoat&in 1983 telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undémmor 18 Tahun 2000.
Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai tersebut gaetigan Pajak Penjualan
yang dipungut berdasarkan Undang-undang Daruratdld® Tahun 1951 yang
kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang oleddog-undang Nomor 35
Tahun 1953. Pajak ini termasuk ke dalam kelomidok-Cumulative Multi Stage
Sales Tax Sifat non kumulatif dari pajak ini terletak padaekanisme
pemungutannya yang dikenakan pada nilai tam(aalled value)dari Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Salah satu kelemahan utama Pajak Penjualan aefi@ipajak berganda.
Sebaliknya, salah satu kelebihan Pajak Pertambhliian adalah tidak adanya
efek pajak berganda, dengan demikian jumlah pajakgyakan ditanggung
penanggung beban pajak akan sama besarnya demdgaramng berlaku. Dalam
penerapan Pajak Pertambahan Nilai, terdapat disaliksi pemajakan yaitu asas
asal tempat baran@rigin principle) dan asas tempat tujuan bargdgstination
principle). Pengertian asas asal tempat barang adalah ngga berhak
melakukan pemajakan adalah negara tempat barasgpterberasal. Pengertian

31 Leon Yudkin, A Legal Structure for Effective Incerifax Administration, International Tax Program
Harvard Law School, Cambridge

Analisis pengembalian..., Supandi, FISIP Ul, 2008



asas tempat tujuan barang adalah negara yang berb@kukan pemungutan

pajak adalah negara tempat barang tersebut dik@isum

Jurisdiksi asas tempat tujuan dianut oleh bangglara di dunia, termasuk
Indonesia. Sebagai kosekuensinya, PPN akan dikenéidnadap konsumsi
barang dan/atau jasa di Indonesia. Berdasarkanrgdratladang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dandis Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undatang Nomor 18
Tahun 2000, tarif PPN adalah 10% dan untuk ekspoardy Kena Pajak adalah
0%. Tarif ekspor atas Barang Kena Pajak adalah rd%&ka secara matematis
terhadap pengusaha yang kegiatan usahanya selimgan ekspor, maka akan
terjadi PPN lebih bayar karena pada saat menjuandkan PPNVAT out)
sebesar 0%, sementara pada saat membeli dipunduf{\ in) sebesar 10%.
menurut Sukardjf ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan RfeNjadi
lebih dibayar yaitu : 1) pembelian barang kena lpaj@u perolehan jasa kena
pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atawa @adal usaha dimulai; 2)
pengusaha kena pajak melakukan kegiatan ekspomdyakana pajak; 3)
pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena gepéktau jasa kena pajak
kepada pemungut PPN; 4) pengusaha kena pajak nadikger barang kena pajak
dan/atau jasa kena pajak sehubungan dengan pr@ye&riptah yang dananya
berasal dari bantuan luar negeri baik berupa hibsupun pinjaman; 5)
pengusaha kena pajak melakukan penyerahan baramagpegak untuk diolah
lebih lanjut kepada enterport produksi untuk tuje&spor (EPTE); dan 6) berupa
bahan baku atau bahan pembantu dan/atau jasa kgala kgpada perusahaan
eksportir tertentu (PET).

Atas kelebihan bayar PPN tersebut ada dua piMaagy dapat dilakukan
oleh wajib pajak yaitu : 1) dimintakan pengembalia@tebihan pajak (restitusi)
atau 2) dikompensasikan ke masa berikutnya. Apabda kelebihan bayar PPN
tersebut dimintakan kembali, ada dua cara yang tddpakukan yaitu : 1)

32 Untung Sukardiji, op.cit., 281-282
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mencantumkan tanda permohonan pengembalian ketelmbmbayaran pajak
dengan cara mengisi kolom "Dikembalikan (restitusi)au 2) Surat permohonan
tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitisilalam Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidakncantumkan tanda

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Ketentuan yang mengatur tentang permohonan pendgambaelebihan

Pajak Pertambahan Nilai adalah Peraturan Direldnddral Pajak Nomor PER-
122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jawgkdu Penyelesaian dan
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Paja&nibahan Nilai, atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ataanBaVlewah. Ketentuan
tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya yaipwtkisan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-160/PJ./2001 tanggal 19 Februabil2@asar pertimbangan
dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajalsebrit dalam rangka
meningkatkan pengamanan penerimaan negara denggm reemperhatikan
pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak darkumemberikan kepastian
hukum yang berkaitan dengan jangka waktu pengearbké&lebihan pembayaran
pajak.

Salah satu alasan perubahan mendasar KEP-16002]) d&hgan PER-
122/PJ./2006 adalah mengenai ketentuan kapan saablponan pengembalian
kelebihan pajak dianggap lengkap?. Hal tersebun akanimbulkandispute
antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dengaa ken tidak adanya
kepastian hukum mengenai syarat permohonan dianigggap. Hal tersebut
menyebabkan tunggakan pengembalian kelebihan PPRikutaulasi menjadi
banyak baik dari sisi jumlah berkas permohonan mauypmlah rupiah yang
dimintakan pengembalian yaitu 7.111 berkas permamotiengan nilai lebih
bayar Rp10,02 triliun untuk periode tahun 20012066. Di sisi laincash flow
wajib pajak terganggu dengan adanya ketidakpagiergembalian kelebihan
pembayaran PPN tersebut. Pada KEP-160/PJ./200k dddur secara tegas
mengenai kapan dokumen kelengkapan permohonan rpeagian kelebihan

PPN disampaikan. Dalam praktek yang banyak terjadalah dokumen
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kelengkapan tersebut disampaikan pada saat beulaggga pemeriksaan.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122B06 telah mengatur saat
penyampaian dokumen kelengkapan pengembalian kaleld®PN, yaitu pada
saat Surat Pemberitahuan PPN disampaikan atawbkansiengan jangka waktu
tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Dalam hal ini &aran Direktur Jenderal Pajak
tersebut merupakan solusi untuk mengatdspute mengenai kapan saat

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Riflgghp lengkap.

Dokumen kelengkapan pengajuan pengembalian kelebRRRN pada
dasarnya meliputi data-data terkait dengan tramsp&gsjualan, baik ekspor
maupun transaksi dalam negeri termasuk peyerah@adiepemungut PPN serta
data transaksi pembelian baik pembelian dalam neggspun impor. Data-data
transaksi tersebut akan sangat banyak apabila pahgukena pajak yang
mengajukan pengembalian kelebihan PPN adalah paingussna pajak yang
besar, seperti pengusaha kena pajak yang terdatiagkungan Kantor Wilayah
DJP Wajib Pajak Besar. Wajib pajak yang terdaftdingkungan kantor tersebut
identik dengan wajib pajak yang besar baik skakhasaspek perpajakannya,
maupun dokumen transaksinya. Menarik membahas mgpiasi kebijakan
pengembalian kelebihan PPN di Kantor PelayanankPdjggang mana wajib
pajak yang terdaftar di kantor tersebut besar-bésdk skala usaha, aspek
perpajakannya, maupun dokumen. Dipilihnya Kantdayzman Pajak X sebagai
objek penelitian karena kantor tersebut merupakamtok yang pertama kali
menerapkan sistem administrasi kantor modern yafamjsitnya menjadi model
pengembangan kantor modern selanjutnya. Selain minarik membahas
kedudukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NonidR-P22/PJ./2006 setelah
keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 terfamgbahan Ketiga atas
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentirmaom dan Tata Cara
Perpajakan.
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[1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam tesis iralald dengan cara-cara ilmiah
baik dari pengumpulan data maupun pengolahan datanlesis ini bersifat umum,
dibahas secara objektif, berdasarkan data yangt diipartanggung jawabkan, serta

disusun secara sistematis.
2.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis irdlau deskriptif analisis.
Menurut Irawan, penelitian deskriptif adalah perli yang bertujuan
mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal sepertadany. Pengertian
penelitian deskriptif analisis sesuai tesis Ningh&ar* adalah: Penelitian
deskripsi analisis biasanya akan dimulai denganefsan terlebih dahulu atas
definisi-definisi  suatu istilah, kemudian dilanjatk dengan menguraikan
masalah-masalah yang timbul atas suatu fenomerakhte melakukan analisis
atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yansphgkutan dalam mengatasi

permasalahan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti memulaigdanmenjelaskan
definisi pajak, asas pemungutan pajak, fungsi pggakgelompokan pajak, pajak
pertambahan nilai, sistem pemajakan pajak pertaambaitai sampai dengan tata
cara permohonan pengembalian kelebihan pajak pestaam nilai. Dalam
pembahasan kebijakan permohonan pengembalian pajgkmbahan nilai akan
dibahas mengenai dasar hukum, tata cara sertat-syarat permohoan
pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai. lanfignya membahas
masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan ingi&asi kebijakan tata cara
permohonan pengembalian pajak pertambahan nilag yaerupakan bahan
analisis. Sesudah diberikan deskripsi atas berbdajajang relevan, selanjutnya

dilakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan s@lanjutnya memberikan

3 prasetiya Irawan, Logika dan Prosedur Peneli§diA LAN PRESS, 2004, him.60
3 Ning Rahayu, Tesis Pajak Penghasilan Atas Rofzdty Imbalan Jasa Teknik : Baik Berdasarkan
Ketentuan Domestik Maupun Perjanjian Internasicmah, 20
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saran-saran perbaikan terkait dengan kebijakan npegjean kelebihan pajak

pertambahan nilai.
2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data idéormasi yang

diperlukan adalah :

a. Kajian kepustakaan

Tidak ada suatu penelitian ilmiah yang tidak tetkan kajian
kepustakaali. Untuk itu peneliti melakukan kajian dengan caembaca dan
mempelajari buku literatur, majalah, artikel, jurnsis dan bahan tertulis
lainnya untuk memperoleh landasan teoritis. Datagydikumpulkan dalam
penelitian ini antara lain ketentuan perpajakanskisnya yang berkaitan
dengan ketentuan pengembalian kelebihan pembaysa@k pertambahan
nilai termasuk Undang-undang perpajakan, PeratBemerintah, Peraturan
Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pgjaka Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.

Data yang dianalisis dalam tesis ini adalah dekander. Menurut Irawan,
data sekunder adalah data yang diambil secara tidakgsung dari
sumberny®. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-d@&tum
(laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah tan-lain). Data sekunder
dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh idantor Pelayanan Pajak
X yaitu Laporan Pengembalian Pajak Pertambahan dlildantor Pelayanan
Pajak X tahun 2002 sampai dengan 2007.

b. Studilapangan
Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawang&apadakey

informant yang dalam tugas dan pekerjaannya berhubungan adeng

% Prasetiya Irawan, Logika dan Prosedur PeneliSdnA LAN PRESS, 2004, him.65
% prasetiya Irawan, op.cit. him. 87
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permasalahan dalam tesis ini. Wawancara dilakuleahadap salah satu

pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajakipun Konsultan Pajak.

2.4.3 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Kamelayanan Pajak X.

Yang menjadi objek penelitian adalah Laporan Petgdian Pajak Pertambahan

Nilai tahun 2002 s.d 2007.

Telah ada penelitian sebelumnya yang menganals@ementasi kebijakan

PER-122/PJ./2006 yaitu sebuah Tesis Pino Siddhems berjudul “Analisis

Implementasi Kebijakan Dalam Penyelesaian Tunggdkastitusi PPN (Kajian

Atas Per-122/PJ./2006 Tentang Jangka Waktu PemryatesDan Tata Cara

Pengembalian Pembayaran PPN dan PPnBM)”. Dalasitexsiebut telah dibahas

tentang :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tunggakatitusi PPN.

2. Implementasi PER-122/PJ./2006 dalam mengatasi itiggg tunggakan
restitusi PPN.

3. Masalah-masalah yang timbul dan diperkirakan akabul atas implementasi
PER-122/PJ./2006.

Dalam tesis ini PER-122/PJ./2006 akan dianalisis slalut pandang yang lain.

Kajian dari sudut pandang yang berbeda, diharapkapat menambah

perbendaharaan kajian sehingga saling melengkakusFbahasan dalam tesis ini

adalah :

1. Analisis implementasi Peraturan Direktur Jendeegak tersebut pada Kantor
Pelayanan Pajak X dalam menyelesaikan pengembakatebihan
pembayaran PPN. Implementasi kebijakan tersebuitddn dengan asas
pemungutan pajak seperti asas kepastian hukeertainty) pengamanan
penerimaan Negar@&revenue productivity)asas kesederhanag@simplicity)
dan asas ekononfeconomy) Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak X sebagai
objek penelitian karena profil kantor tersebut npakan kantor pajak yang

pertama kali menerapkan sistem administrasi modeawajiban pelaporan
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PPN wajib pajak yang terdaftar disentralisasi dnt&a tersebut, serta
mempunyai konseglient oriented Wajib pajak yang terdaftar di kantor
tersebut sudah diseleksi yaitu wajib pajak yangabebaik skala usaha
maupun kontribusinya terhadap penerimaan NegargibVyajak tersebut
berkedudukan tersebar di seluruh wilayah Indoneséta relatif patuh
terhadap peraturan perundang-undangan perpajakajib VWajak besar
identik dengan banyak cabang, banyak transaksi lolEmyak dokumen
sehingga pada saat wajib pajak tersebut mengajpkamohonan restitusi
PPN akan menjadi masalah tersendiri.

2. Analisis kedudukan PER-122/PJ./2006 dengan Hdmy@ Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor @8ui 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Noriiah6n 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubbmaiang-undang
tersebut membawa implikasi berubahnya materi PB&alyang merupakan

dasar hukum restitusi PPN.
2.4.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis daiantitatif yang
dilakukan terhadap data yang berbentuk angka yargpakan representasi suatu
kuantita murni berupa suatu laporan, bukan konvelaia kualitatif yang
dikuantifikasikan. Data yang dianalisis adalah datantitatif murni yaitu suatu
laporan, maka analisis menjadi sederhana karenayapg dianalisis adalah
substansinya sendifi Tetapi jika data yang dianalisis merupakan daail h
konversi, maka analisis menjadi lebih rumit karerzeneliti harus
memperhitungkan validitas konversi data tersebut.

3" Prasetiya Irawan, op.cit. him 92
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2.4.5 Keterbatasan Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan yang berkenaagadgoengembalian
pajak, maka penelitian ini dibatasi hanya membahesgenai prosedur dan tata
cara pengembalian kelebihan PPN yang diajukan wajak yang melakukan
kegiatan tertentu. Ketentuan yang mengatur tenfamgka waktu dan tata cara
pengembalian PPN dan PPnBM adalah PER-122/P./28@§gal 15 Agustus
2006 menggantikan KEP-160/PJ/2001 tanggal 19 Febf®1. Berdasarkan
pertimbangan bahwa baik KEP-160/PJ/2001 maupun EER2./2006
diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuaal AZ8 dan 17C Undang-
undang KUP, sementara di tahun 2007 terjadi pearbdimdang-undang KUP,
maka pokok bahasan juga dikaitkan dengan Undangagdomor 28 Tahun
2007 yang merupakan perubahan ketiga Undang-ur<idirg
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1.1,

BAB |11

KEBIJAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PPN BERDASARKAN
PER-122/PJ./2006 TANGGAL 15 AGUSTUS 2006

Dasar Hukum Pengembalian Kelebihan PPN

Ketentuan yang mengatur tentang pengembalian ikaelelpembayaran
pajak adalah diatur dalam Pasal 17B dan Pasal 17dangi-undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cangaf&an sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undamgug Nomor 16 Tahun
2000. Pasal 17B ayat (1) Undang-undang Nomor 1672000 menyatakan:
“Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pefmaan atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak selaingiemnan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengateria tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus méaerlsitirat ketetapan
pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejakt peamohonan diterima,

kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain gden Keputusan Direktur
Jenderal Pajak”.

Dari pasal tersebut secara garis besar wajib pgplat dikelompokkan menjadi

tiga kelompok, yaitu :

1. Wajib pajak dengan kriteria tertentu;

2. Wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu;

1. Wajib pajak lainnya, yaitu wajib pajak selain andkdan 2

Pasal 17B ayat (2) menyatakan :
“Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimamaakisud dalam ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputuspermohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak diangdgegbudkan dan Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalaktu paling lambat 1
(satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir
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Dari pasal tersebut telah diatur mengenai kepadtidtum atas jangka waktu
permohonan kelebihan pajak dari tiap-tiap kelompa@jib pajak sebagaimana

tersebut diatas.

Kelompok pertama adalah wajib pajak dengan kritdegentu, ketentuan
mengenai permohonan pengembalian kelebihan pagalirdii Pasal 17C ayat (1)

yaitu sebagai berikut :

“Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan peaglitatas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WRailak dengan kriteria
tertentu, menerbitkan Surat Keputusan PengembBkaalahuluan Kelebihan
Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohodiégerima untuk Pajak
Penghasilan dan paling lambat 1 (satu) bulan spgknohonan diterima
untuk Pajak Pertambahan Nilai”.

Dari pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpudahwa untuk permohonan
pengembalian kelebihan pajak wajib pajak dengaterai tertentu, Direktorat
Jenderal Pajak hanya melakukan penelitian, sefaygudliatur mengenai jangka
waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelelplgk yaitu Direktur

Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat KeputusageR®alian Pendahuluan
Kelebihan Pajak untuk jenis Pajak Penghasilan hdaldtiga) bulan dari saat
permohonan dianggap lengkap, sedangkan untuk Ragek Pertambahan Nilai
adalah 1 (satu) bulan dari saat permohonan dianiggagap.

Ketentuan yang mengatur mengenai kriteria tentargjibwpajak termasuk

golongan wajib pajak dengan kriteria tertentu diaiuPasal 17C ayat (2), yaitu :

“Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam #d¥atditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan”.

Dengan dasar tersebut selanjutnya Pemerintah mtkaerikeputusan Menteri
Keuangan Nomor : 544/KMK.04/2000 tanggal 22 Desemd@00 tentang
Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengernaral Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah didealgan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 tanggdu®i 2003.
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Kriteria yang digunakan untuk menentukan wajitakapasuk kelompok
wajib pajak dapat diberikan pengembalian pendamukelebihan pembayaran

pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria sab@agikut :

a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat PembeaitaA@hunan dalam 2

(dua) tahun terakhir;

b. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yenhantbat tidak lebih dari
3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak akaktberturut-turut;

c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksuamdaluruf b telah
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyammp&RT Masa masa pajak

berikutnya;
d. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semus jegjiak:

1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangstiau amenunda

pembayaran pajak;

2) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan deS@&hyang terbitkan
untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;

e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukadak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahnakivé; dan

f. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akunparblik atau Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengapatewajar tanpa
pengecualian atau dengan pendapat wajar dengareqeign sepanjang

pengecualian tersebut tidak mempengaruhi labafigkgil.

Kelompok kedua adalah wajib pajak yang melakukagidtan tertentu,
sesuai bunyi Pasal 17B Undang-undang Nomor 16 T&0®9, jangka waktu
pengembalian kelebihan pajak ditetapkan dengan tkisepn Direktur Jenderal
Pajak. Berdasarkan pasal tersebut Direktur JenBajak menerbitkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak KEP-160/PJ./2001 tanggdtdi®ruari 2001 tentang Tata
Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reteam Nilai dan atau

Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selanjutnyatksgmu tersebut dinyatakan
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tidak berlaku sejak keluarnya Peraturan Direkturddeal Pajak Nomor PER-
122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jawgkdu Penyelesaian dan
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Paja&nitbahan Nilai, atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ataanBaMewah. Kegiatan
tertentu menurut PER-122/PJ./2006 adalah kegidtapoe Barang Kena Pajak
dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/ataenaéiay Jasa Kena Pajak
kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Dariidefim dapat disimpulkan
bahwa wajib pajak yang melakukan kegiatan tertadalah wajib pajak eksportir

dan wajib pajak yang melakukan penyerahan BKP/J{fa#a pemungut PPN.

Sesuai dengan PER-122/PJ./2006, jangka waktu pesarah permohonan
pengembalian kelebihan pajak diatur sebagai berikut
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemenikéarus menerbitkan surat

ketetapan pajak paling lambat:

a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permoheaeara lengkap, dalam hal
permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha lajak yang

melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risikodah;

b. 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permahgeaara lengkap, dalam
hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Pajak yang
melakukan kegiatan tertentu selain Pengusaha Kefak Bebagaimana

dimaksud pada huruf a;

c. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya gleoman secara lengkap,

dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh:

1) Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena dRajgkn kriteria
tertentu dan Pengusaha Kena Pajak yang melakulpatde tertentu

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau

2) Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kgkasebagaimana
dimaksud pada huruf a yang semula memiliki risiemdah yang

berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelurterygata
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diketahui memiliki risiko tinggi, dilakukan pemesi&an lengkap baik

satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.

Kelompok ketiga adalah wajib pajak selain wajibagagdengan kriteria
tertentu dan wajib pajak yang melakukan kegiatarterttu. Wajib pajak
kelompok ini adalah wajib pajak pada umumnya yaegupakan bagian terbesar
dari wajib pajak yang terdaftar di Direktorat Jerad Pajak, adapun jangka waktu
pengembalian kelebihan pajak adalah 12 (dua bélas)h sejak permohonan

diterima secara lengkap.

Permohonan pengembalian kelebihan pajak yang kdiajwoleh wajib
pajak dengan kriteria tertentu, sesuai dengan RagsalUndang-undang Nomor
16 Tahun 2000 harus dilakukan penelitian terlelahutu. Kegiatan penelitian ini
meliputi kegiatan untuk menilai kelengkapan pemgisSurat Pemberitahuan,

kelengkapan lampiran serta kebenaran penulisapelaghitungannya.

“Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang wklak untuk menilai
kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan damiampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisapelaghitungannya.

Permohonan pengembalian kelebihan pajak yang @iajolkeh wajib pajak yang
melakukan kegiatan tertentu (eksportir dan wajibgyanelakukan penyerahan
kepada pemungut PPN) serta wajib pajak selain wagijak dengan kriteria
tertentu dan wajib pajak yang melakukan kegiataterieu, maka Direktorat
Jenderal Pajak harus melakukan pemeriksaan tediabiblu.
“Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk camen
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangamytai untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakanudguk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perapgamdang-undangan
perpajakan”.
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[11.2 Aturan Pelaksanaan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak

Pertambahan Nilai

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17B dan Ivf@nglundang
Nomor 16 Tahun 2000, Direktur Jenderal Pajak metkan PER-122/PJ./2006
tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Pesgiah dan Tata Cara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambhilan atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Baraewall menggantikan KEP-
160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001. Salah satimpangan dikeluarkannya
Peraturan Dirjen Pajak tersebut adalah dalam rangk@ngkatkan pengamanan
penerimaan negara dengan tetap memperhatikan palayarima kepada
masyarakat wajib pajak dan untuk memberikan kegrastukum yang berkaitan
dengan jangka waktu pengembalian kelebihan pembaygajak. PER-
122/PJ./2006 diterbitkan sebagai solusi untuk menaian keluar atas masalah-
masalah yang timbul pada KEP-160/PJ/2001. Masakdalah tersebut bisa
terkait dengan wajib pajak maupun dengan Direktdestderal Pajak. Masalah
dengan wajib pajak misalnya mengenai kepastian rhukapan permohonan
pengembalian kelebihan pajak dianggap lengkap. tdesebut ditunjukkan
dengan banyaknya tunggakan permohonan pengembRigk Pertambahan
Nilai yang mencapai 7.111 berkas permohonan denganlebih bayar Rp10,02
triliun untuk periode tahun 2001 s.d 2006. Masal@mg berkaitan dengan
Direktorat Jenderal Pajak misalnya masalah sygetat dokumen yang harus
dilampirkan saat permohonan pengembalian kelebgmak yang berdasarkan
KEP-160/PJ/2001 dinilai masih ada peluang yang nmgkinkan merugikan

negara.

3.2.1. Prosedur dan Syarat Permohonan

Wajib pajak yang mengajukan pengembalian kelebimgak dapat melakukan

dengan 2 (dua) cara yaitu melalui :
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a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahanyiditgi mencantumkan
tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayzamk dengan

cara mengisi kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau

b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Bikelikan (restitusi)"
dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambalenitak diisi atau
tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalialebikan

pembayaran pajak.

Permohonan pengembalian disampaikan kepada KealtoiKPelayanan Pajak

di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam permam@engembalian kelebihan
Pajak Pertambahan Nilai oleh wajib pajak selaifibvpajak kriteria tertentu

adalah sebagai berikut :

a. Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masuleany Yoerkaitan dengan
kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan peng@mnbaermasuk

dokumen-dokumen pendukung yaitu:

1) Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Fak®ajak dibuat
berbeda dengan faktur penjualan/faktur pembelian;

2) Bukti pengiriman/penerimaan barang; dan
3) Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembepanjualan
barang/jasa.
b. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, yaitu:

1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Set®ajak atau
bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Baa Qukai ;

2) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjangateik dalam
kategori wajib LPS;
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3) Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari FeaaeaPengurusan
Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang, idgdam

hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.
Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yaitu:

1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telaheridtidn
persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jendaldan Cukai
yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjuajang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkanadeiiEB

tersebut.

2) Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara &at), ocean B/L
atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocearll Batau
Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri d@mdgotokopi
ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisdsh@ihak yang
menerbitkannya), dan packing list;

3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan dammya dari
bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bejsatan atau
fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank lsmenden, dalam
hal ekspor menggunakan L/C;

4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi poéisuransi Barang
Kena Pajak yang diekspor, dalam hal Barang KenakPgang

diekspor diasuransikan; dan

5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Dégawen Perindustrian,
Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, tBepar
Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan begmra tujuan,

sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan fdaa Kena Pajak

kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atauaSpesanan atau

dokumen sejenis lainnya; dan
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2) Surat Setoran Pajak.

e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukeliputi kelebihan
pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Rajaélumnya, maka
bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disampaikaipati seluruh
bukti-bukti atau dokumen-dokumen pada huruf a sameagan huruf d
di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembapajak Masa Pajak

yang bersangkutan.

Dalam hal permohonan pengembalian diajukan olehgi&aha Kena Pajak
Kriteria Tertentu, bukti-bukti atau dokumen-dokumlearuf a sampai dengan

huruf d tidak wajib disampaikan.

Dokumen-dokumen permohonan seperti tersebut dilaaat disampaikan
secara lengkap pada saat penyampaian Surat Peahbarit atau disusulkan
setelah disampaikannya permohonan pengembaliagkaavaektu yang diizinkan
apabila dokumen permohonan tersebut disusulkaraladasatu) bulan. Dalam
jangka waktu tersebut, Kepala Kantor PelayanaakP@gpat menerbitkan Surat
permintaan bukti atau dokumen kepada Pengusaha Rajek untuk segera
melengkapi dokumen dimaksud. Jangka waktu satunbidesebut merupakan
batas akhir penyampaian dokumen kelengkapan untemberikan kepastian
hukum baik bagi wajib pajak maupun Direktorat JeadePajak untuk
menentukan kapan saat permohonan pengembalianibaeielpajak dimulai.
Apabila dalam jangka waktu tersebut dokumen dimaksdak lengkap, maka
permohonan pengembalian PPN akan diproses seswyarigang ada.

3.2.2 Pengelompokan Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatarehtu

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-122/PJX/28@ggal 15 Agustus
2006 dan PER 124/PJ./2006 tanggal 22 Agustus 20@®getompokkan

Pengusaha Kena Pajak berdasarkan tingkat risikgkdt risiko tersebut yaitu :
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1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ttertlangan risiko
rendah;

2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ttersehain angka 1
(risiko menengah);

3. Pengusaha Kena Pajak selain angka 1 dan 2o(tisigi).

Yang termasuk dalam kelompok Pengusaha Kena Pajak ymelakukan kegiatan
tertentu yang memiliki risiko rendah yaitu Pengusakena Pajak yang
melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN dan/ategusaha Kena Pajak

eksportir, yang merupakan :
a. produsen
b. perusahaan terbuka; atau

c. perusahaan yang pemegang saham terbesarnyh Réat@rintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Pengertian produsen sebagaimana tersebut diatdahadpabila memenuhi
kriteria bahwa paling sedikit 75% (tujuh puluh lim@ersen) dari jumlah
penyerahan tahun sebelumnya merupakan produksi giwagilkan dari mesin
dan/atau peralatan pabrik yang dimiliki sendiri.

3.2.3 Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pajakribahan Nilai

Jangka waktu penyelesaian permohonan pengembaliebitkan pajak sesuai
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangnKemn Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahiedsdngan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) diatur sebagai beriku
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1. Wajib pajak dengan kriteria tertentu

Jangka waktu pengembalian kelebihan pajak untukibMBpjak dengan
kriteria tertentu (wajib pajak patuh) diatur sebdwgaikut :

a. Pajak Penghasilan, paling lambat 3 (tiga) bulajaksgpermohonan

diterima secara lengkap;

b. Pajak Pertambahan Nilai, paling lambat 1 (satuam@ejak permohonan

diterima secara lengkap.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih bagaéta Wajib
Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SE-0987J006 tanggal 15
Agustus 2006 tentang Jangka Waktu PenyelesaianeRdradjan Kelebihan
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajalar®eshan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam Suaratraikdéersebut
disebutkan bahwa atas permohonan pengembalian Pajgambahan Nilai
yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dekgeeria tertentu,
maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah melakyemelitian atas
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajads diajukan oleh
PKP dengan kriteria tertentu, harus menerbitkan atSuKeputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PaidRPKP) dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan dwexi

Ketentuan tersebut sifatnya mengikat kepada apgagak untuk
memproses permohonan pengembalain PPN dalam jamgkau 7 (tujuh)
hari, sehingga apabila lewat dari jangka waktuaparat yang bersangkutan

bisa dikenakan sanksi kepegawaian.

2. Wajib pajak yang melakukan kegiatan tertentu

Sesuai dengan PER-122/PJ./2006, jangka waktu pesajah permohonan

pengembalian kelebihan pajak diatur sebagai berikut
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3.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemenkderus menerbitkan

surat ketetapan pajak paling lambat:

a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permoheeaara lengkap, dalam
hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Pajak yang
melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimakdadchddasal 1 angka

5 yang memiliki risiko rendah;

b. 4 (empat) bulan sejak saat diterimanya permahsereara lengkap, dalam
hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Pajak yang
melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimakdadhddasal 1 angka

5 selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimp&dadchuruf a;

c. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya @eoman secara lengkap,
dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh:

1) Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena dRajglan kriteria
tertentu dan Pengusaha Kena Pajak yang melakulgatde tertentu

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau

2) Pengusaha Kena Pajak, termasuk Pengusaha Kgkasehagaimana
dimaksud pada huruf a yang semula memiliki risiemdah yang
berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelurterygata
diketahui memiliki risiko tinggi, dilakukan pemesi&an lengkap baik
satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.

Wajib pajak lainnya, yaitu wajib pajak selain Wajiajak dengan kriteria
Tertentu dan Wajib Pajak yang melakukan kegiatearigu

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang KUP, jangkaktuw
pengembalian kelebihan pajak untuk wajib pajaknganatau wajib pajak
selain Wajib Pajak dengan kriteria Tertentu danibV@pjak yang melakukan
kegiatan tertentu adalah 12 (dua belas) bulan spgmknohonan diterima

secara lengkap.
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Jangka waktu batas akhir pemberian keputusan oledktDr Jenderal
Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan paag diajukan oleh
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajaky melakukan kegiatan
tertentu serta Wajib Pajak lainnya adalah untuk begikan kepastian hukum
atas hak Wajib Pajak atas permohonan pengembal&ebikan pajak
tersebut.  Apabila setelah lewat jangka waktu gaipaana seperti telah
dijelaskan diatas, Direktur Jenderal Pajak tidadmieri suatu keputusan,
maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaagak plianggap
dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayanshditerbitkan dalam
waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangkétw tersebut berakhir.
Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ditednthkewat dari 1 (satu)
bulan, maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalamgbusebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung sejak jangka waktu 1 Ydailan tersebut berakhir
sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapaik Paf@h Bayar.

[11.3 Kantor Pajak Modern

3.3.1 Latar belakang

Kantor Pajak Modern pertama kali dibentuk beadesn Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-295/PJ/2002. &amérsebut terdiri dari
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu #damtor Pelayanan Wajib
Pajak Besar Dua dibawah Kantor Wilayah DJP WajimlP&8esar yang juga
baru. Kedua kantor tersebut merupakan cikal bateal pelopor kantor modern
yang dalam perjalanan selanjutnya terus dibentoéneamerupakan kantor masa
depan di jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Laelakang dibentuknya kantor
modern tersebut adalah untuk memenuhi harapan gak&hoder seperti
pemerintah, masyarakat, wajib pajak maupun pegaiméi.dari modernisasi
tersebut adalah melakukan perubahan-perubahanigraeadke arah yang lebih
baik.

Secara umum perubahan-perubahan yang ditujuradala
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1. Eksternal

a.

d.

Kompleks menjadi sederhana, yaitu penyederhanaanarase
menyeluruh terhadap struktur organisasi , sisterasguur sampai
dengan administrasinya.

Tertutup menjadi terbuka (transparan), yaitu memggdaguh prinsip

transparansi dan akuntabilitas kepada peeeholder.

Sulit menjadi mudah, yaitu mempermudah semua urtsartama

menyangkut hak dan kewajiban wajib pajak.

Birokratif menjadiclient oriented.

2. Internal

a.

b.

Perubahan budaya dan nilai organisasi
Perubahan pola hidup pegawai
Manajemen sumber daya manusia berbasis kompet@mgimkrja

Good governance, yaitu menerapkagmero tolerance terhadap semua

penyimpangan.

Konsep yang diusung atas modernisasi administregpagakan adalah

mengedepankan pelayanan (pelayanan prima), pengawasensif dengan

pelaksanaagood governance. Dengan adanya konsep yang lebih ke &tedmt

oriented, serta pengawasan intensif dibarengi derg@oa governance, harapan

yang ingin dituju adalah untuk meningkatkan kepgmea masyarakat terhadap

lembaga publik khususnya terhadap administrasi gp@kpn. Selanjutnya

kepercayaan tersebut bisa mendorong ke arah tirigaatuhan wajib pajak

sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapatngkat dari tahun ke

tahun.

Ruang lingkup modernisasi administrasi perpajakaersitat menyeluruh,

menyangkut restrukturisasi organisasi dari yangbdms seksi direformasi
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3.3.2.

menjadi berbasis fungsi seperti fungsi pelayanamgawasan dan konsultasi,
pemeriksaan, dan penagihan. Perbalasiness process dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehanggemudahkan wajib pajak
dalam melaksanakan kewajibannya seperti adanya&nSigtdministrasi Pajak
Terpadu (SAPT)e-SPT, efiling, e-payment, website dan lain-lain. Disamping itu
tidak ketinggalan ikut disempurnakan sistem manajesumber daya manusia
yang berbasis kompetensi dan kinerja. Semuanyagiilmadalam kerangkgood

governance.

Karakteristik Kantor Pajak Modern

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa modainisantor pajak
adalah dalam rangka perubahan ke arah yang lelils®&gerti yang dikehendaki
bersama parstakeholder.

Ciri-ciri dari kantor pajak modern adalah :

1. Struktur organisasinya berdasarkan fungsi, mahempunyai dampak positif

ke arah debirokratisasi untuk pelayanan.

2. Jenis kantor dibagi berdasarkan segmentasi \WRgjbk :Large Tax Office
(KPP Wajib Pajak Besar)Middle Tax Office (KPP Madya)Small Tax Office
(KPP Pratama).

3 Penggabungan beberapa kantor yaitu Kantor PedayBajak (KPP), Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dand{&d¥meriksaan dan
Penyidikan Pajak (Karikpa) menjadi satu kantorwy#&antor Pelayanan Pajak
(modern) untuk melayani semua jenis pajak (PPN, RFPBB).

4. Pemeriksaan pajak ada di KPP dengan konsejabpes.

5. Keberatan dan penyidikan dilakukan oleh Kantolaydh sehinggdair dan

good governance

6. Account Representatives (AR) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

pengawasan & pelayanan dengan konsep spesialisasi.
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7. Renumerasi ditingkatkan untuk menghindari ataenghilangkan praktek

korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Sarana dan prasarana lebih baik

9. Teknologi informasi yang modern, baik dalam t@genunjang tugas-tugas

internal maupun pelayanan.
10. Penerapan kode etik kepada pegawai

11. Adanyacomplain center, help desk

3.3.3. Tahapan Modernisasi

Melihat format kantor pajak modern merupakan kanmaesa depan, maka
perluasan pembentukan dilakukan secara bertahdgap@a yang direncanakan
dan yang telah direalisasikan oleh Direktorat JealdPajak adalah sebagai

berikut :
Tahun Kantor
2002  =——> Kanwil WP Besar dan KPP WP Besar
2004 =——> Kanwil Jakarta Khusus & Kanwil Jakarta Pusat

KPP BUMN, PMA, PMB, Badora dan KPP Madya
Jakarta Pusat
2005  —) 15 KPP di lingkungan Kanwil Jakarta Pusat
17 Kanwil dan 18 KPP Madya di wilayah Jawa, Bali,
2006  — Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, Kantor Pusat
Ditjen Pajak
Kantor Pusat Ditjen Pajak

2007 Seluruh KPP Pratama di wilayah Jawa dan Bali

—
Seluruh KPP Pratama di wilayah Sumatera, Kalinmgnta
2008

Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
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[11.4 Profil Kantor Pelayanan Pajak X

3.4.1 Struktur Organisasi

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salahcgatkantor pajak
modern adalah struktur organisasinya berbasis fubgkan seksi, sehingga
secara internal lebih efisien dan memudahkan koasilidan bagi eksternal lebih
client oriented. Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antaragdi
pelayanan, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan @eaerakan. Fungsi
pelayanan dan pengawasan berada pasa Seksi Peagaizas Konsultasi, dan
fungsi pemeriksaan berada pada Fungsional PemeRgk, sedangkan pada
organisasi Kantor Pelayanan Pajak Lama, fungsidutersebut dilaksanakan

dalam satu seksi.

Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap wajdk pepih efektif
karena dilakukan melalui staf khusus ya#tccount Represntative (AR). Setiap
wajib pajak memiliki AR tersendiri. Proses pelaksanaan pekerjaan baikk untu
pelayanan, pengawasan, maupun pemeriksaan mengin lefisien dan
mengurangi birokrasi sehinggast of compliance relatif lebih rendah. Dengan
adanyaAR maka penanganan atas berbagai aspek perpajakamakgadi lebih
cepat dan dapat dimonitor. Manajemen pemeriksahin lefisien dan efektif
karena berada dalam satu unit dan sumber daya raaigpesialisasikan pada
sektor usaha tertentu. Fungsi pemeriksaan dan iflaigaya berada dalam satu
unit, maka koordinasi fungsi tersebut lebih baié&n dkarena fungsi pemeriksaan
difokuskan kepada sektor-sektor usaha tertentu nimalsil pemeriksaan akan

lebih efektif dengan perlakuan perpajakan yanggsena

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak LamaKamor Pelayanan Pajak
Modern dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.
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3.4.2. Keuntungan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantorayahan Pajak Modern

Banyak keuntungan yang diperoleh wajib pajak yaegddftar di Kantor

Pelayanan Wajib Pajak Modern antara lain:
1. Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal
a. KonseOne Sop Service

dengan konsep ini Wajib Pajak cukup pergi ke sattiyaitu Account
Representative (AR) pada satu kantor untuk menyelesaikan seluruh

masalah perpajakannya (seluruh jenis pajak sepelitidan PPN)
b. Adanya tenagAccount Representative (AR) dengan tugas a.l. :
» konsultasi untuk membantu segala permasalahan \Wajdk

* mengingatkan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban
perpajakannya

* update atas peraturan perpajakan yang terbaru

a. Pemanfaatannformation Technology (IT) secara maksimal seperti
email, e-SPT, e-filing, dan lain-lain

b. Sumber daya manusia yang profesional

c. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional alenkonsep

spesialisasi
2. Pelaksanaagood governance di semua lini sehingga korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) dapat dihilangkan.

3.4.3. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftaragitetr Pelayanan Pajak X

Kantor Pelayanan Pajak X dibentuk pada tahun 20f@asarkan Keputusan
Direktur jenderal Pajak Nomor KEP-295/PJ/2002 denganlah Wajib Pajak
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terdaftar sebanyak 96 Wajib Pajak. Melihat perkemgba positif yang dicapai,
jumlah Wajib Pajak terdaftar terus ditambahan desiengan kebutuhan.

Perkembangan Wajib Pajak terdaftar adalah sebagaub:

Jumlah
No. Kep. Dirjen
WP

1. KEP-295/PJ/2002 96 WF

2. KEP-344/PJ/2003 151 WP

3. KEP-64/PJ/2007 208 WP

3.4.4. Teknologi Informasi

Sesuai dengan visi yang diusung Direktorat JendRajalk yaitu :

“Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyekaadi@n sistem dan
manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaydidanggakan masyarakat”,
maka tidak akan lepas dari penggunan sistem infirgden komunikasi modern
yang mendukung kecepatan dan keakuratasmess process untuk pengamanan

penerimaan. Sistem teknologi informasi dan komwiilgang digunakan meliputi

» Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu
» Case management dan workflow

e eSPT

* eFiling

* e-Registration
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e e-Payment

* KIlik LTO : http://kliklto.pajak.go.id/kliklto

e Emall

3.4.5. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak

Sebagai kantor yang menerapkan sistem administrasdern,
perkembangan penerimaan pajak adalah salah satu ulr untuk mengukur
keberhasilan. Rencana penerimaan yang ditetapledmnkantor Pusat Direktorat
Jenderal Pajak terhadap Kantor Pelayanan PajakuX teeningkat dari tahun ke
tahun. Peningkatan target penerimaan tersebut memapkepercayaan sekaligus
tanggung jawab yang diberikan untuk memberikan ki yang lebih besar
terhadap penerimaan nasional. Perkembangan reneanaealisasi penerimaan
pajak di Kantor Pelayanan Pajak X dapat dilihatapiatbel berikut :

Tabel 5
Rencana Penerimaan Pajak
Tahun KPP X
(dalam triliun)
2004 23,15
2005 34,63
2006 47,16
2007 66,88

Sumber : Data Rencana Penerimaan Pajak
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Realisasi penerimaan serta pertumbuhan per jeajek pyang berhasil

dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak X tahun 20032607 adalah sebagai

berikut :
Tabel 6
Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak
Tahun 2003 s.d 2007

MAP_BSR 2003 2004 2005 2006 2007
PPh 13,329,999,918,94H 17,967,691,759,# 31  27,209P9,657 40,236,826,677,505 48,623,531,891,f51
PPN 2,995,100,608,337 4,940,760,822,3f7 6,317,48872 6,681,570,102,44p 9,725,300,200,501
PL 261,484,466,798 283,767,605,646 337,925,381,692 368,821,461,604 429,400,121,333
Total 16,586,584,994,080 23,192,220,187,554  33@B0598,221| 47,287,218,241,551  58,778,232,213,685

Pertumbuhan 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 7200
PPh 34.79% 51.41% 47.90% 20.84%
PPN 64.96% 27.86% 5.76% 45.55%
PL 8.52% 19.09% 9.14% 16.42%
Total 39.83% 46.00% 39.65% 24.30%
Sumber : Data Penerimaan Pajak per Jenis Pajak

3.4.6. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung berjalannya organisasi diperlukeumber daya
manusia yang profesional, kompeten dan berkinesja. iPenerapan kode etik
pegawai(code of conduct) selalu diawasi untuk mendukung tujuan organisasi
tersebut. Pegawai yang ditempatkan di lingkungantétaPelayanan Pajak X
telah memenuhi kualifikasi yang cukup tinggi untolemberikan pelayanan
terbaik dengan standar tinggi. Kantor tersebutlselktif mengirimkan pegawai
untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan peghaiiyang diadakan oleh
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak maupun d@eban Pendidikan dan
Pelatihan Departemen Keuangan. Komposisi pegawdingkungan Kantor
Pelayanan Pajak X berdasarkan latar belakang pkadijdyolongan dan jabatan
per 1 Januari 2008 dapat dilihat pada tabel beriku
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Tabel 7
Komposisi Pegawai Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN
No. Unit Kerja Jml. Peg S2 S1/D4 D3 D1 SLTA
1 Kepala Kantor 1 1 - - - -
2 Sub Bagian Umum 8 - 3 2 3 -
3 Seksi Pengolahan Data dan Informasdi 5 1 1 -
4 Seksi Pelayanan 9 1 1 4 2 1
5 Seksi Pengawasan dan Konsultasi | 8 3 1 Ll -
6 Seksi Pengawasan dan Konsultasi |l 5 2 -1 -
7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il 8 3 1 -
8 Seksi Pengawasan dan Konsultasi | 8 5 1 -
9 Seksi Pemeriksaan 4 1 1 1 1 -
10 Seksi Penagihan 4 - 1 1 1
11 Fungsional Pemeriksa Pajak 37 8 26 3 - -
Jumlah 97 24 45 15 9 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
GOLONGAN
No. Unit Kerja Jml. Peg 1l 1l v
1 Kepala Kantor 1 - - - 1
2 Sub Bagian Umum 8 5 3 -
3 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 5 - 4 1 -
4 Seksi Pelayanan 9 - 6 3 -
5 Seksi Pengawasan dan Konsultasi | 8 - 2 6 -
6 Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il 5 -1 4 -
7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il 8 -1 7 -
8 Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 8 - - 8 -
9 Seksi Pemeriksaan 4 -2 2 -
10 Seksi Penagihan 4 - 2 2 -
11 Fungsional Pemeriksa Pajak 37 - 2 35
Jumlah 97 25 71 1
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Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah Pegawai
1 Kepala Kantor 1
2 Kepala Seksi 9
3 Account Representative 19
4 Fungsional Pemeriksa Pajak 37
5 Pelaksana 31
Jumlah 97

Sumber : Data Kepegawaian per 1 Januari 2008

[11.5. Ketentuan Pengembalian Pajak Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun

2007

Ketentuan yang mengatur tentang pengembalian gegék di Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2000 maupun di Undang-unblamgor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakéur diesPasal 17B ayat (1).

Bunyi

Pasal 17B ayat (1) di kedua Undang-undangetmit adalah sebagai

berikut :

a. Undang- Nomor 16 Tahun 2000

"Pasal 17B

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan p#sean atas permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain gbeman
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WRpgak dengan
kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam PdsAC harus
menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambaidl@ belas) bulan
sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk &egi tertentu
ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jendeagk.

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

Pasal 17B

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan piésean atas permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selainmgianan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WRgjbk sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagainiaraksud dalam
Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan jpailitkg lama 12 (dua
belas) bulan sejak surat permohonan diterima sémag&ap

Dari dua ketentuan tersebut terdapat perubahanrinyaiéu dihilangkannya
ketentuan mengenai Wajib Pajak yang melakukan tagi@rtentu yang semula
diatur di Pasal 17B UU Nomor 16 Tahun 2000. Di katan UU Nomor 28
tahun 2007 Wajib Pajak yang melakukan kegiatarernéut dihilangkan, namun
muncul Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam R&@8&alang pengembalian
pajaknya dilakukan dengan penelitian yang selaygutrditerbitkan Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan R&j§RPKP). Kelompok
wajib pajak sebelum dan sesudah perubahan undafagignadalah sebagai
berikut :

a. Kelompok Wajib Pajak menurut UU Nomor 16 Tah00@:
1. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
2. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan tertentu

3. Wajib Pajak selain Wajib Pajak dengan kritéeidentu dan Wajib Pajak

yang melakukan kegiatan tertentu.
b. Kelompok Wajib Pajak menurut UU Nomor 28 Tah002:
1. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu

2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal Wi@ang-undang

tersebut

3. Wajib Pajak selain Wajib Pajak dengan kriteedentu dan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D.

Pasal 17D adalah pasal baru dalam UU Nomor 28 Tab0@ dan Wajib Pajak
yang dimaksud dalam pasal ini ada kualifikasinyajidVPajak yang dimaksud

dalam pasal ini adalah Wajib Pajak yang memenulsypeatan tertentu yang
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selanjutnya disebutkan di Pasal 17D ayat (2). Bufasal 17D adalah sebagai
berikut :

(1)

(2)

)

Pasal 17D

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan peneliitas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari W&djak yang
memenuhi  persyaratan tertentu, menerbitkan Suratputgean
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lanftiga) bulan
sejak permohonan diterima secara lengkap untukk FRgaghasilan, dan
paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan digergacara lengkap
untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayayaqig dapat diberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pdgéh:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankesaha atau
pekerjaan bebas;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usdha pekerjaan
bebas dengan jumiah peredaran usaha dan jumlah beyar
sampai dengan jumlah tertentu;

C. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran udahajumlah
lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surdigfieahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah pengeralan
jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah pengeratan jumlah lebih
bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatgadestau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan yang mengatur tentang batasan jumlabdaean usaha, jumlah

penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimanakdidadalam Pasal 17D adalah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.03/20@7ggal 28 Desember 2007
tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, JumlalerBeag, dan Jumlah Lebih Bayar
Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertedang Dapat Diberikan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sestemituan tersebut Wajib Pajak yang
memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberigangembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak adalah :

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalanksaiha atau pekerjaan bebas;
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b.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usatia&ai pekerjaan bebas dengan
jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar aadgmgan jumlah tertentu;

Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran udahgumlah lebih bayar sampai
dengan jumlah tertentu; atau

Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surabefiahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai dengan Jumlah penyerahan damaljuletbih bayar sampai dengan

jumlah tertentu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Wajib Pajak orancphadi yang menjalankan usaha

atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran dsahgumlah lebih bayar sampai

dengan jumlah tertentu seperti tersebut pada hborufiatas yang dapat diberikan

pembayaran pendahuluan adalah Wajib Pajak yang efemgarakan pembukuan,

bukan Wajib Pajak yang menggunakan norma penghatundalam menghitung

penghasilan kena pajaknya. Wajib Pajak dimaksudabhdgang memenuhi kriteria

sebagai berikut :

a.

jumlah peredaran usaha yang tercantum dalant Bamberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan paling banyak sama dengan batasamapmnasgsaha Wajib Pajak orang
pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasileto rdengan menggunakan
norma penghitungan penghasilan neto;

jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuamuman Pajak Penghasilan kurang
dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);atau

jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuaimuian Pajak Penghasilan paling
banyak 0,5% (setengah persen) dari jumlah peredeaina sebagaimana dimaksud

pada huruf a.

Wajib pajak badan yang dapat diberikan pengembaj@mdahuluan kelebihan

pembayaran pajak adalah Wajib Pajak badan dengaq iygemenuhi kriteria sebagai
berikut :

a.

jumlah peredaran usaha yang tercantum dalant Bamberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (tmtiar rupiah);dan
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b. jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuamuman Pajak Penghasilan kurang
dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Keaak yang dapat diberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pdglleh Pengusaha Kena Pajak
yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan TahBagk Penghasilan dan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan :

a. jumlah penyerahan menurut Surat Pemberitahuasa NPajak Pertambahan Nilai
untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp 150.000000(seratus lima puluh juta
rupiah); dan

b. jumlah lebih bayar menurut Surat PemberitahuaasadVPajak Pertambahan Nilai
paling banyak Rp 150.000,00 (seratus lima pulut rilpiah).

Dari ketentuan diatas, karena materi Pasal 17B Wohd&f 16 Tahun 2000 dan Pasal
17B UU Nomor 20 Tahun 2007 berbeda, terutama diglannya ketentuan mengenai
pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh WRgjak yang melakukan kegiatan
tertentu, maka bagaimana kedudukan PER-122/PJ.f20@@al 15 Agustus 2006 yang
sekarang masih berlaku. Hal tersebuti menarik ndenpahan kajian karena PER-
122/PJ./2006 masih mengatur tentang kewajiban Heius untuk memproses
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pegib Pajak yang melakukan
kegiatan tertentu dengan jangka waktu sesuai deygyandiatur pada ketentuan tersebut
yaitu :

a. 2 (bulan) untuk Wajib Pajak yang melakukan Kagidertentu yang memiliki risiko
rendah;

b. 4 (empat) bulan Wajib Pajak yang melakukan kagigertentu yang memiliki risiko
menengabh;

c. 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak yang kuddan kegiatan tertentu yang
memiliki risiko tinggi;

Dari ketentuan seperti tersebut di atas, bagairhakaVajib Pajak yang melakukan

kegiatan tertentu setelah keluarnya UU Nomor 28ima&007 yang berlaku efektif per
tanggal 1 Januari 2008?.
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